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BAB I
[bookmark: _Toc178289644][bookmark: _Toc178294603]PENDAHULUAN
A. [bookmark: _Toc178289645][bookmark: _Toc178294604]Latar Belakang Masalah
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah agar terlaksana dengan baik dibutuhkan acuan dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat, acuan tersebut berupa standar baku yang telah diterapakan dengan memenuhi prinsip, prosedur pelayanan yang tepat dan terarah.
Standar adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. Sedangkan pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, pada hakekatnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain atau publik.
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Pelayanan desa mengacu pada berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah desa kepada penduduk dan masyarakat di wilayah desa. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara eksplisit dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap pelaksanaan pengaturan desa tersebut dilakukan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa.
Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan salah satu instansi pemerintah desa. Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 ayat 2 mengatakan Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama dari pelayanan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memfasilitasi pembangunan di tingkat desa, dan memenuhi kebutuhan dasar penduduk desa. Pelayanan desa mencakup berbagai aspek, seperti pelayanan administratif, sosial, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain.
Desa Makeruh adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Rupat  Kabupaten  Bengkalis  Provinsi  Riau,  wilayah  desa  makeruh mencakup beberapa dusun, RT dan RW yang telah dipimpin oleh beberapa kepala desa dari dulunya.
Visi misi Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis memiliki visi yaitu Terwujudnya Kepemerintahan yang Profesional, Responsif dan Inovatif menuju Masyarakat Desa Makeruh yang Sejahtera, Mandiri, Agamis dan Bermartabat. Untuk mencapai visi tersebut Kantor Desa Makeruh melaksanakan misi sebagai berikut:
1.	Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntable melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif,  
2.	Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan.
3.	Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian, peternakan dan perikanan serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industry kecil dan menengah, dan sector informasi.
4.	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah.
5.	Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek.
Untuk melaksanakan visi dan misi yang telah diterapkan oleh Kantor Desa Makeruh sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 17 Tentang  susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Bengkalis pada pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain Penghulu dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggarakan Pemerintahan Desa mempunyai tugas dan fungsi pelimpahan sebagian wewenang dari tugas dan fungsi Kecamatan. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Desa terdiri dari bidang-bidang kerja yang terdiri dari Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial dan Kepala Urusan Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban.
Sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada  masyarakat Desa Makeruh harus memperhatikan pola profesionalisme  kerja yang dilaksanakan, sehingga masyarakat merasa senang terhadap pelayanan yang diberikan. Untuk bertujuan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat diharapkan bejalan dengan optimal dan lancar. Dari observasi penulis bahwa alur pelayanan yang ada di kantor desa makeruh  sedemikian mungkin yang sudah penulis paparkan di bahwa ini, Sebagaimana dapat dilihat pada alur pelayanan sebagai berikut:


[bookmark: _Toc178289646][bookmark: _Toc178294605]Bagan I. 1
Alur Pelayanan pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat  Kabupaten Bengkalis
	Pemohon datang ke RT untuk mengambil surat pengantar


	Pemohon membawa surat pengantar dari RT ke Kantor Kepala Desa




	Pemohon menyerahkan berkas pemohon dan surat pengantar dan surat pengantar di Kantor Kepala Desa


	Pihak Kantor Kepala Desa selanjutnya memproses dan menerbitkan surat pengantar administrasi yang akan di urus

















	Penandatangan kepala desa


	Petugas menyerahkan surat ke pemohon


	






	Selesai






Sumber Data: Hasil Observasi Tahun 2023



Dari bagan I.1 di atas dapat diketahui tentang alur pelayanan pada Kantor  Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis  tersebut, yang dimulai dengan adanya pemohon membawa format isian pengantar keterangan yang telah ditandatangani dan diberi cap oleh Ketua RT, selanjutnya Kaur Umum memeriksa kelengkapan berkas dan membuat surat keterangan, setelah itu pihak Kantor  Desa Makeruh memproses dan menerbitkan surat keterangan yang akan diurus, langkah selanjutnya surat keterangan yang sudah ditandatangani kemudian dicap oleh pihak kantor dan surat keterangan diberikan kepada pemohon.
Sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan publik, pertugas pelayanan harus sesuai dengan standar pelayanan pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Dan setiap jenis pelayanan sudah memiliki ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Desa terutama dalam bidang pelayanan kepada masyarakat. Hal ini penting, sebab setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapatkan pelayanan dalam proses bernegara dan bermasyarakat.
Untuk melihat lebih jelasnya standar pelayanan operasional prosedur (SOP) pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupen Bengkalis dapat dilihat melalui tabel berikut:







[bookmark: _Toc178289647][bookmark: _Toc178294606]Tabel I.1
Jenis Pelayanan pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
	No
	Jenis pelayanan
	Persyaratan
	Biaya Pelayanan

	    1
	Surat Akta Kelahiran Anak
	Scan Kartu Keluarga (KK)
Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kedua Orang Tua
Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kedua Saksi
Scan Surat Bidan (SPTJM) Surat Nikah Orang
Tua
	Gratis

	    2
	Surat Akta Kematian
	Scan Kartu Keluarga (KK)
Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 Orang Saksi (Masing-Masing 1 Lembar)
Scan Kartu Penduduk (KTP) Pelapor (1
Lembar)
	Gratis

	
    3
	
Surat Identitas Anak
	Foto Ukuran 3x4 (Bagi Yang Diatas Umur 5 Tahun) 3 Lembar
Scan Akta Kelahiran (Anak) 2 Lembar Scan Kartu Keluarga (KK) 2 Lembar
Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kedua
Orang Tua
	Gratis

	    4
	Surat Kartu Keluarga
	Scan Ijazah Terakhir
Scan KArtu Keluarga (KK) Asli
Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Dan Istri (1 Lembar)Scan Surat Nikah
	Gratis

	5
	Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM)
	  Scan Kartu Keluarga (KK)
Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
	Gratis

	6
	Surat Keterangan Usaha Perkebunan
	  Scan Kartu Keluarga (KK)
Scan Kartu Tanda penduduk (KTP) Scan Surat Tanah
	Gratis

	7
	Surat Pengantar Nikah
	Fotocopy Akta Kelahiran 2 Lembar Fotocopy Ijazah Terakhir (2 Lembar) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Masing – Masing 2 Lembar
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 Orang Saksi Masing-Masing 2 Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Masing-Masing 2 Lembar
Fotocopy Surat Nikah Orang Tua (2 Lembar) Imunisasi Calon Pengantin (Catin)
Materai 10.000 6 Lembar
Pas Foto 2x3 5 Lembar (Latar Belakang Biru) Pas Foto 3x4 3 Lembar (Latar Belakang Biru) Pas Foto 4x6 2 Lembar (Latar Belakang Biru)
Wakaf AL-Qur’an 1 Buah
	Gratis

	8
	
Surat Pindah
	Pas Foto 3x4 (3 Lembar)
Scan Alamat Lengkap Tujuan Pindah Scan Kartu Keluarga (KK)
Scan Kartu Tanda Pendudk (KTP) Pemohon
	Gratis

	9
	Surat Tanah (SKT/SKGR)
	Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK)
Materai 10.000 (1 Lembar)
Surat Pengukuran Bidang Tanah Yang Diketahui RT/RW Setempat
	Rp. 100.000


Sumber Data: Kantor Desa Makeruh Tahun 2023


Berdasarkan tabel I.1 dapat dijelaskan bahwa Biaya Pelayanan Gratis tetapi masih ditemukan punggutan Biaya dalam melakukan administrasi pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebesar Rp.30.000 dan Surat Ketarangan Pindah (SKP) sebesar Rp. 25.000 pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Berdasarkan Keputusan Bengkalis Nomor : 178/KPTS/V/2014 tentang penetapan kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi terpadu Kecamatan di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kecamatan Rupat 2023, dengan Surat Keputusan Camat Rupat Nomor 01 Tahun 2023, Tanggal 1 Maret 2023, dan ini sebagai pedoman dalam penyelengaraan pelayanan pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Namun melalui observasi dan survei dilapangan dilihat dari standar yang telah ditetapkan masih ditemukan punggutan Biaya Pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dari masyarakat yang ingin mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat Keterangan Pindah pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat bersama bapak karim dilapangan saat ditanyakan mengenai Biaya Pelayanan beliau mengatakan :
“Sebenarnya dek bapak tidak tahu tentang biaya pelayanan dalam mengurus surat itu gratis, dan perangkat desa Makeruh pun tidak ada memberi informasi dengan jelas mengenai biaya pelayanan, waktu bapak bayar pun tidak ada mereka bilang bahwa mengurus surat itu gratis, terkadang bapak aja binggung tentang pelayanan desa makeruh ini.”

Begitulah keluhan-keluhan masyarakat saat mengurus surat tetapi masih ada punggutan biaya pelayanan sedangkan didalam SOP sudah jelas ditentukan bahwa pengurusan Surat harus Gratis sesuai dengan ditetapkan. Hal ini merupakan suatu tanggungjawab yang besar bagi pihak Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Untuk itu sangat dibutuhkan pelayanan yang efektif agar masyarakat yang dilayani merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.
Selanjutnya untuk melihat sarana dan prasarana di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dalam hal ini disetiap tahunnya Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis mendapatkan suntikan dana untuk belanja Desa yang digunakan untuk pembangunan. Dana anggaran desa untuk pembangunan dapat termasuk dalam standar pelayanan desa, karena dana ini digunakan untuk mendanai berbagai proyek dan inisiatif yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Untuk melihat alokasi dana yang didapat untuk pembangunan Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:
Tabel I.2
Alokasi Dana Anggaran Pembangunan Belanja Desa (APBDes) Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Tahun 2023
	No
	Sumber Pendapatan
	Jumlah

	1
	Pendapatan Asli Desa
	Rp. 16.797.000.00

	2
	Bantuan Pemerintah pusat
	Rp. 995.652.000.00

	3
	Alokasi Dana Desa
	Rp. 1.990.484.000.00

	4
	Provinsi
	Rp. 189.000.000.00

	5
	Kabupaten/Kota
	Rp. 1.000.000.000.00

	6
	Pendapatan Lainnya
	Rp. 60.429.519.00

	Jumlah
	Rp.  4.252.362.519.00


Sumber: Kantor Desa Makeruh Tahun 2023.
Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah meluncurkan anggaran dana setiap Desa berbentuk anggaran setiap tahunnya, begitu juga Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis mendapatkan anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 16.797.000.00, yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp. 995.652.000.00, Dana ADD, Alokasi Dana Desa Rp. 1.990.484.000.00, Dana Provinsi sebesar Rp.189.000.000.00, Dana Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.000.000.000.00, dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp. 60.429.519.00, dengan total Belanja Desa keseluruhan sebanyak Rp. 4.252.362.519.00 yang digunakan Pemerintah Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Untuk bidang Pembangunan sendiri Pemerintah Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis telah menyusun Rencana Prioritas Kegiatan Pembangunan pada Tanggal 24 Juli 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 6 ayat 3 menjelaskan bahwa terdapatnya bidang pelaksanaan pembangunan desa. Standar pelayanan dan pembangunan memiliki hubungan yang erat dalam konteks penyediaan layanan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Standar pelayanan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan. Dengan mengetahui standar yang harus dipenuhi, pemerintah desa dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Secara keseluruhan, penerapan standar pelayanan yang baik akan mendorong pembangunan yang lebih berkualitas, dengan pembangunan yang efektif akan menciptakan lingkungan yang mendukung tercapainya standar pelayanan yang tinggi.
Untuk melihat Rencana Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:
Tabel.3
Prioritas Kegiatan Pembangunan  Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Tahun 2023
	No
	Jenis Pembangunan
	Keterangan

	1
	Normalisasi Jalan Ahmad Yani RT 08
	Terlaksana

	2
	Pembangunan MCK Posyandu 1 Unit
	Tidak Terlaksana

	3
	Normalisasi Jalan Ahmad Yani
	Tidak Terlaksana

	4
	Pembangunan Balai Pertemuan
	Tidak Terlaksana

	5
	Semenisasi Jalan Lingkar Lapangan Sepak Bola
	Terlaksana

	6
	Penimbunan Jalan Tun Anuar  
	Terlaksana

	7
	Semenisasi Tun Samek
	Terlaksana

	8
	Pelebaran Jalan HR. Soebrantas
	Terlaksana

	9
	Normalisasi Tali Air Desa Makeruh
	Terlaksana

	10
	Bantuan Rehap Rumah Masyarakat Miskin
	Terlaksana


Sumber: Kantor Desa Makeruh Tahun 2023 



Berdasarkan Tabel I.3 diatas menjelaskan bahwa prasarana pembangunan yang sudah di bangun oleh pemerintah desa harus dirawat dan dijaga dengan baik supaya pembangunan di desa makeruh semakin meningkat dalam melakukan kegiatan desa. Dari observasi yang penulis lakukan selama penelitian masih ditemukan prasarana pembangunan yang tidak telaksana dengan baik seperti balai pertemuan yang sampai sekarang tidak dirawat lagi dan jalan yang semakin parah rusaknya membuat masyarakat sulit melewatinya, lalu dibiarkan begitu saja oleh pemerintah Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Namun Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan selama penelitian, penulis melihat bahwa adanya prasarana pembangunan yang tidak memadai untuk digunakan oleh masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar I.1
Balai Pertemuan  Pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
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Sumber Data: Dokumentasi 20 Februari 2024
Berdasarkan hasil observasi penulis dapat dijelaskan bahwa Balai Pertemuan yang telah dibangun oleh Pemerintah Desa tidak layak atau tidak memadai untuk digunakan oleh masyarakat Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Dilihat Dari kondisi bangunan tersebut tidak terawat dengan baik dan bangunan tersebut dibiarkan begitu saja oleh Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. 
Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu staff yang ada di Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis pada tanggal 28 Februari 2024 Pukul 10:30 WIB, yang bernama Bapak ngah Bob Beliau mengatakan:


“sebenernya memang sudah lama bangunan balai pertemuan tersebut dibangun tapi sampai sekarang bangunan tersebut tidak digunakan oleh masyarakat dan kami dari pihak desa udah kasih tau untuk dirawat dan dijaga dengan baik, tetapi masyarakatnya tidak mau datang dalam kegiatan desa tersebut, sehingga balai pertemuan tidak di pakai lagi sampai sekarang” 

Hal ini menunjukkan bahwa prasarana balai pertemuan yang di bangun oleh Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dalam merawat, memelihara dan memanfaatkan hasil prasarana pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
Selain Balai pertemuan didesa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, masih terdapat satu pembangunan jalan yang rusak dan tidak dirawat dengan baik sehingga masyarakat sulit melewati jalan tersebut. Bangunan tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut ini:
Gambar I.2
Jalan Pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
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	Sumber Data: Dokumentasi 1 Februari 2024
Berdasarkan hasil observasi penulis dapat dijelaskan bahwa jalan yang ada di Desa  makeruh sangat rusak dan menyebabkan pengguna jalan khususnya pengendara motor merasa tidak nyaman. Bahkan hampir terjadi kecelakaan atau jatuh. Salah satu kerusakan jalan yang parah adalah di Jalan Ahmad Yani yang sering di lewati oleh masyarakat tersebut.dan sampai sekarang jalan tersebut tidak terawat dengan baik dan dibiarkan begitu saja.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Perangkat Desa yang bernama Bapak Akram, S. Pd selaku sekretaris Desa  pada, Tanggal 20 Februari 2024 Pukul 11:30 WIB Beliau mengatakan:
“Sebenarnya menurut bapak tentang perbaiki jalan itu memang ada program dan anggarannya tetapi anggaran yang ada itu tidak cukup untuk perbaiki jalan yang rusak tersebut, dan anggarannya terlalu besar dan sampai saat ini belum ada lagi kejelasan dari Pemerintah Desa untuk perbaiki jalan tersebut, sampai sekarang jalan itu tidak dirawat dan makin parah rusaknya”. 

Hal ini menunjukkan bahwa prasarana jalan sangat penting untuk yang berkunjung apa lagi masyarakat Desa Makeruh itu sendiri, seharusnya Pemerintah Desa itu merawat, memelihara dan memanfaatkan hasil prasarana jalan yang kurang maksimal dalam meningkatkan pembangunan sesuai dengan ditetapkan oleh Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yang berjudul “Analisis Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis”
[bookmark: _Toc178289648][bookmark: _Toc178294607]B.	Perumusan Masalah Pokok Peneltian
Kantor Desa Makeruh kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis merupakan organisasi yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada di Desa makeruh. Sebagai organisasi pelayanan masyarakat, Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat dituntut mempunyai kemampuan manajerial dan memiliki wawasan lebih baik lagi kedepan demi meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. maka penulis merumuskan gejala masalah:
a. Masih ditemukan ketidaksesuaian biaya pelayanan saat melakukan administrasi pengurusan surat pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
b. Masih ditemukan sarana dan prasarana yang kurang memadai di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
Berdasarkan fenomena atau gejala-gejala masalah diatas tersebut maka penulis merumuskan permasalahan pokok dalam penelitian pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yang berjudul “Bagaimana Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis”


[bookmark: _Toc178289649][bookmark: _Toc178294608]C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.	Tujuan Penelitian
a.	Untuk mengetahui Standar Pelayanan Publik pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
b.	Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat Standar Pelayanan Publik pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
2.	Kegunaan Penelitian
a.	Sebagai masukan dan bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, terutama dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
b.	Sebagai bahan tambahan dan menambah pengetahuan penulis dalam pelaksanaan pelayanan publik.
c.	Sebagai referensi untuk penelitian lainnya dengan permasalahan yang sama.









BAB II
[bookmark: _Toc178289651][bookmark: _Toc178294610]TELAAH PUSTAKA
A. [bookmark: _Toc178289652][bookmark: _Toc178294611]Konsep Teori
1. [bookmark: _Toc178289653][bookmark: _Toc178294612]Standar Pelayanan			
Menurut Sinambela (2015:5), mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya menurut Jualiantara dalam Mutiarin (2014:115) mendefinisikan bahwa pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Adapun Menurut sinambela (2016:11) mendefinisikan pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang dapat diberikan untuk membantu, menyiapkan, mengurus baik berupa barang atau jasa dari suatu pihak ke pihak lain. menurut Lorensi dalam Mukarom (2015:80) mendefinisikan pelayanan adalah produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan. Menurut Pasolong (2015:198) mendefinisikan pelayanan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.
Berdasarkan penjelasan diatas pelayanan dapat diartikan pemberian jasa baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta kepada masyarakat untuk memenuhi berbagai keperluan dan kebutuhan masyarakat dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelayanan publik menurut Moenir dalam Pasolong (2014:128) mendefinisikan adalah landasan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui system, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Selanjutnya menambahkan bahwa kegiatan pelayanan publik yang di selenggarakan pemerintah kepada masyarakat meliputi berbagai hal yang menyangkut semua kebutuhan masyarakat.
Menurut Komarudin (2014:25) mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya memenuhi kebutuhan penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Menurut Effendi dalam Hardiyansyah (2018:15:16) mendefinisikan birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih professional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, resperensif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kesulitan manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat secara aktif untuk menentukan masa depan itu sendiri.
Menurut Mulyadi (2019:188-189) mendefinisikan pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Kemudian menurut Sinapir dalam Mutiarin (2014:91) mendefinisikan pelayanan adalah cara melayani, membantu, menyiapkan, mengurus keperluan dan kelompok orang lain. Menurut Lukman dalam Sinambela (2019:5) mendefinisikan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyiapkan kepuasan pelanggan.
Menurut Zaenudin dalam Mutiarin (2014:116) mendefinisikan pelayanan publik dapat diartikan pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai aturan pokok yang telah diterapkan.
Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas bahwasannya pelayanan publik adalah usaha dalam memberikan pelayanan (melayani) kebutuhan masyarakat yang memiliki kepentingan sesuai dengan aturan dan tata cara yang sudah ditentukan dengan pihak yang melayani dalam mengikuti tata cara yang sudah ditetapkan dengan baik.
Menurut Mahmudi (2013:223) mendefinisikan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaran pelayanan publik dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”. Teori diatas menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah usaha yang memberikan pelayanan keperluan masyarakat yang memiliki kepentingan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan. Kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah kepada masyarakat meliputi banyak hal yang menyangkut semua kebutuhan masyarakat sebagai berikut :
a. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Penyelenggara pelayanan publik dalam instansi pemerintah.
c. Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi suatu kerja/satuan organisasi kementerian, dapartemen, lembaga pemerintah non dapatemen, kesektariat lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
d. Unit penyelenggaran pelayanan publik adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan publik.
e. Pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
f. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, intansi pemerintah dan badan hukum.
g. Biaya pelayanan publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai imbalan jasa atas pemberianpelayanan publik yang bersaran data dan tata cara pembayaran yang ditetapkan oleh pejawab yang berwenang sesuai peraturan perundang undangan.
h. Indeks kepuasan masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang diperoleh dari penyelenggara atau memberi pelayanan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya Menurut janet dan Robert Denhardt dalam Mutiari (2014:115) mendefinisikan pelayanan publik merupakan salah satu isi tujuan penting dari adminitrasi publik yang meliputi penyelenggara pemberian pelayanan jasa-jasa publik, urusan publik, (kepentingan dan kebutuhan publik), serta pembari layanan publik yang adil dan tidak diskriminatif. Menurut Thoha dengan Mulyadi (2016:178-179) mendefinisikan pelayanan publik dapat dipahami sebagai seuatu usaha seseorang atau kelompok orang, institusi tertentu untuk memberikan kemudahan dan bantuan kepada masyarakat, dan rangka mencapai tujuan tertentu.
Dalam pelayanan publik dapat didenfisikan sebagai salah satu bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada dasarnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan Sedarmayant (2013:246). Dengan menegaskan, bahwa hakikat dari pelayanan publik sebagai berikut:
a.	Meningkatkan mutu dan produktivitas pelayanan tugas dan fungsi instansi pemerintah dibidang pelayanan umum.
b.	Medorong upaya mengetektifkan system dan tata laksana pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil.
c.	Mendorong tumbuh dan kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberi oleh negara atau pemerintah atau perusahaan negara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. (Wilson dalam Mutiarin 2014:91)
Menurut mulyadi (2016:42-43) Menegaskan pelayanan publik dapat diklasifikasikan ke dalam empat (4) jenis yaitu:
a.	Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dekomen resmi yang dibutuhkan oleh publik.
b.	Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan publik.
c.	Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa dibutuhkan oleh publik.
d. Pelayanan regulative yaitu pelayanan melalui penegak hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang sendi-sendi kehidupan masyarakat.
2. [bookmark: _Toc178289654][bookmark: _Toc178294613]Pengertian standar pelayanan
Dalam fungsi pemerintah salah satu adalah memberikan pelayanan bagi masyarakatnya. Pelayanan merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kepada pihak lain. Menurut Agung Kurniawan (Harbani Pasolong 2013:128) mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Pelayanan publik Menurut Sinambela (Harbani Pasolong 2013: 128) adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Menurut Hayat (2017 : 22) mendefinisikan pelayanan publik merupakan melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya.
Standar pelayanan publik merupakan ukuran yang telah ditetapkan dan dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Dalam menentukan suatu standar pelayanan pada organisasi pemerintah harus memiliki berbagai jenis bentuk aturan yang ditetapkan untuk mencapai pelayanan yang baik.

Mukarom dan Laksana (2018:85) mengungkapkan sebagai berikut;
1. Prosedur Pelayanan.
2. Produk Pelayanan.
3. Waktu Penyelesaian.
4. Biaya Pelayanan.
5. Sarana dan Prasarana.
6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
B. [bookmark: _Toc178289655][bookmark: _Toc178294614]Operasional Variabel Penelitian
Untuk memudahkan dalam menganalisa dan memahami serta menghindari kesalahpahaman maka untuk memberikan batasan tentang konsep penelitian sebagai berikut:
1. Analisis

Yang dimaksud dengan analisis dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan pengetahuan standar pelayanan publik pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dihubungkan dengan konsep teori terhadap suatu yang dihubungkan, yang pengujiannya dilakukan secara empiris yaitu langsung mengenai hubungan dengan tindakan yang dilakukan.
2. Standar

Yang dimaksud dengan standar dalam penelitian ini adalah suatu ukuran yang wajib ditaati oleh petugas Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat	Kabupaten	Bengkalis untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Pelayanan

Yang dimaksud dengan pelayanan dalam penelitian ini adalah petugas yang melakukan aktifitas pelayanan publik pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan rupat kabupaten Bengkalis dalam melakukan aktifitas langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Publik

Yang dimaksud dengan publik dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada diwilayah kerja pada Kantor Desa Makeruh Kabupaten Bengkalis yaitu masyarakat di Kecamatan Rupat.
5. Standar Pelayanan Publik

Yang dimaksud dengan standar pelayanan publik adalah ukuran yang telah ditetapkan dan di bakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Desa Makeruh Kabupaten Bengkalis yang wajib ditaati oleh oleh pemberi dan penerima dalam menentukan suatu standar pelayanan pada organisasi pemerintah harus memiliki berbagai jenis bentuk aturan yang ditetapkan untuk mencapai pelayanan yang baik.
Untuk mengukur tingkat Standar Pelayanan Publik pada penelitian ini terdapat 6 (enam) indikator yaitu menurut Mukarom dan Laksana (2018:85), menyatakan bahwa dalam mengukur tingkat standar pelayanan publik dapat dilihat beberapa variabel yaitu:
1. Prosedur Pelayanan
Yang dimaksud dengan Prosedur Pelayanan adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk penyelesaian proses pelayanan pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Untuk melihat Prosedur Pelayanan yang diterapkan Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dilihat dari sub indikator dibawah ini:
a. Adanya papan informasi mengenai kejelasan persyaratan yang harus dipenuhi
b. Adanya sistem web pemerintah desa mengenai persyaratan pelayanan
c. Adanya kesetaraan di dalam melayani masyarakat sesuai nomor antrian
2. Produk Pelayanan
Yang dimaksud dengan Produk Pelayanan adalah hasil atau output yang dihasilkan dari suatu proses layanan yang diberikan oleh suatu organisasi, lembaga, atau pemerintah kepada pengguna atau masyarakat pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Untuk melihat Produk Pelayanan yang diterapkan Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dilihat dari sub indikator dibawah ini:
a. Adaya pembangunan infrastruktur desa berupa jalan, fasilitas umum dan sebagainya
b. Adanya pemerintah  desa membantu pelayanan pertanahan dalam pengurusan sartifikat tanah
c. Adanya pelayanan pelatihan bagi masyarakat seperti pelatihan keterlampilan Terdapatnya ketentuan tentang penyelesaian keluh/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan
3. Waktu Penyelesaian
Yang dimaksud dengan Waktu Penyelesaian adalah kemampuan petugas dalam menyelesaikan proses pelayanan pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yang terhitung sejak awal pengurusan sampai dengan selesai termasuk pengaduan/keluhan masyarakat.
Untuk melihat Waktu Penyelesaian yang diterapkan Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dilihat dari sub indikator dibawah ini:
a.	Adanya kesesuaian standar waktu dengan waktu penyelesaian pelayanan
b.	Adanya pemerintah desa menyampaikan infomasi waktu penyelesain pelayanan
c.	Adanya kedisplianan waktu pemerintah desa di dalam melayani masyarakat sesuai dengan jam operasional berkerja
4.	Biaya Pelayanan
Yang dimaksud dengan Biaya Pelayanan dalam penelitian ini adalah biaya/tarif pelayanan beserta rinciannya yang di terapkan pemberian pelayanan pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Untuk melihat biaya pelayanan yang diterapkan oleh Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
a.	Adanya informasi tertulis yang dapat dilihat oleh masyarakat desa tentang rincian biaya pelayanan
b.	Adanya bukti pembayaran yang diberikan kantor desa kepada masyarakat yang melakukan proses pelayanan
c.	Adanya kesesuaian biaya pelayanan yang disampaikan dengan peraturan yang berlaku
5. 	Sarana dan Prasarana
Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana dalam penelitian ini adalah pelayanan publik yang diberikan pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang dapat membantu kelancaran proses pelayanan pada masyarakat.
Untuk melihat sarana dan prasarana dapat dilihat pada sub indikator di bawah ini:  
 a. 	Adanya balai pertemuan dan jalan yang layak digunakan
 b. 	Adanya kemanfaatan fasilitas balai pertemuan dan jalan di kantor desa yang digunakan oleh masyarakat
 c. 	Adanya pemeliharaan atau perawatan balai pertemuan dan jalan  desa oleh pemerintahan desa
6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
Yang di maksud dengan Kompetensi petugas pemberi pelayanan adalah yang harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan masyarakat di Kantor Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Untuk melihat Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan dapat dilihat pada sub indikator di bawah ini: 
a. Adanya standar kompetensi yang ditetapkan kantor desa kepada para pegawai desa
b. Adanya jadwal terstruktur tentang pegawai pemberi layanan kepada masyarakat setiap harinya
c. Adanya pelatihan peningkatan kompetensi pelayanan yang diberikan oleh kantor desa kepada para pegawainya
Selanjutnya untuk mengukur penilaian atas variabel Standar Pelayanan Publik pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, dari beberapa sub indikator tersebut diatas, maka penulis membuat kategori sebagai berikut:
· Sangat baik diberi Skor	(5)
· Baik diberi Skor	(4)
· Cukup baik diberi Skor	(3)
· Tidak baik diberi Skor	(2)
· Sangat Tidak baik diberi Skor	(1)
BAB III
[bookmark: _Toc144760056][bookmark: _Toc178289657][bookmark: _Toc178294616]METODOLOGI PENELITIAN
A. [bookmark: _Toc178289658][bookmark: _Toc178294617]Lokasi Penelitian
Penulis tertarik melakukan penelitian pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena penulis mendapati bahwa adanya ketidaksesuaian biaya pelayanan saat melakukan administrasi pengurusan surat. Selain itu juga dikarenakan masih ditemukan sarana dan prasarana yang kurang memadai pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
B. [bookmark: _Toc178289659][bookmark: _Toc178294618]Populasi dan Sampel
1. Populasi
Menurut Sugiono (2016:90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan tersebut. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh organisasi di tingkat desa dan masyarakat Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
2. Sampel
Menurut pasolong (2013:101) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari kualitas populasi yang mencerminkan dari keseluruhan populasi tersebut. Adapun teknik pengambilan sampel seluruh organisasi di tingkat desa dan masyarakat Desa  di  tentukan  dengan  teknik  sampling  jenuh,  Menurut  sugiono (2016:96) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, dimana seluruh pegawai dijadikan sampel peneliti karena jumlah relative kecil. Sedangkan pengambilan sampel untuk masyarakat ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2018:80), teknik Incidental Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti. Masyarakat yang menjadi sampel didalam penelitian yaitu, tokoh pemuda, dan tokoh wanita (PKK) yang terlibat dalam proses pembangunan dan penulis anggap relevan dalam memberikan penilaian terhadap variabel yang diteliti.
Untuk lebih jelas populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
[bookmark: _Toc178289660][bookmark: _Toc178294619]Tabel III.1
Populasi dan Sampel pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan
Rupat Kabupaten BengkaliS
	No
	Sub Populasi
	Populasi
	Sampel
	Persentase

	1.
	Pj. Kepala Desa
	1
	1
	100%

	2.
	Sekretaris Desa
	1
	1
	100%

	3.
	Kasi
	2
	2
	100%

	4.
	Kaur 
	3
	3
	100%

	5.
	Kepala Dusun
	4
	4
	100%

	9.
	Ketua RW
	5
	5
	100%

	10.
	Ketua RT
	11
	11
	100%

	14.
	.Tenaga Honorer dan Staff
	8
	8
	100%

	15.
	Masyarakat
	66
	66
	-

	
	Jumlah
	101
	101
	-


Sumber Data : Kantor Desa Makeruh, Tahun 2023
C. [bookmark: _Toc178289661][bookmark: _Toc178294620]Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Data Primer
Menurut Soewadji (2014:147), data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objek yang diteliti. Dari pengertian di atas, maka penulis mengambil berupa data yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Publik pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Adapun data yang dimaksud berhubungan dengan:
a. Prosedur Pelayanan.
b. Produk Pelayanan.
c. Waktu Penyelesaian.
d. Biaya Pelayanan.
e. Sarana dan Prasarana.
f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016:225) Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. Data tersebut diantaranya:
a.	Sejarah berdirinya Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
b.	Keadaan dan Komposisi Penduduk Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
c.	Sarana dan Prasarana Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
d.	Struktur	Desa	Makeruh	Kecamatan	Rupat	Kabupaten Bengkalis.				
e.	Visi-misi	Desa	Makeruh	Kecamatan	Rupat	Kabupaten Bengkalis.
[bookmark: _Toc178289662][bookmark: _Toc178294621]D.     Teknik Pengumpulan Data	
Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menjawab, diperlukan data dan informasi yang akurat dari sumber-sumber dipercaya dan tanggung jawabkan. Adapun teknik dalam pengumpulan data dan informasi yang dilakukan terdiri dari:
1.	Observasi
Menurut Widoyoko (2014:46) observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.
2. Wawancara
Menurut Sugiyono (2017:157), wawancara adalah sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam dari jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan dari apa laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.
3. Kuesioner/Angket
Menurut Sugiyono (2017:162), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efesien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang biasa diharapkan dari responden.
[bookmark: _Toc178289663][bookmark: _Toc178294622]E.     Analisa Data
Penganalisaan data penelitian dilakukan dengan cara statistik deskriptif dimana mengelompokkan data sesuai dengan jenis data yang diperlukan, dan selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan uraian dan penjelasan. Kegiatan dalam analisa data dapat penelitian ini adalah mengelompokkan data berdasarkan variabael dan jenis responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti dan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Sedangkan untuk setiap kategori penulis menggunakan teknik pencarian kategori nilai dengan menggunakan Rating Scale. Menurut Sugiyono (2017:113), Rating Scale yaitu data mentah yang dapat berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif.
Jumlah sampel terdiri dari 101 orang, dan setiap indikator akan diajukan sebanyak 6 (lima) pertanyaan. Selanjutnya, interval untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut:
0. Pengukuran untuk setiap indikator penelitian adalah sebagai berikut:
Untuk menentukan kategori setiap indikator penelitian, digunakan rumus yang dikemukakan oleh Lind et al dalam (Zulganef, 2018). Langkah awal yang dilakukan adalah menghitung skor tertinggi dan terendah sebagai berikut:
1. Skor Tertinggi 	5 x 3 x 101 = 1.515
1. Skor Terendah 	1 x 3 x 101 = 303
Selanjutnya, untuk menentukan interval kelas atau lebar kelas, digunakan rumus dari Lind et al (Zulganef, 2018), yaitu:  . 
Dimana:
H = nilai data tertinggi (highest value)
L = nilai data terendah (lowest value)
K = jumlah kelas
Berdasarkan rumus tersebut, interval skor dapat ditentukan sebagai berikut:



Maka kategori penilaian untuk tiap indikator adalah sebagai berikut:
	Kategori
	Interval Skor

	Sangat Baik
	1.272 - 1.515

	Baik
	1.030 - 1.271

	Cukup Baik
	   788 - 1.029

	Tidak Baik
	   546 - 787

	Sangat Tidak Baik
	   303 - 545


0. Pengukuran untuk seluruh indikator penelitian adalah sebagai berikut:
Untuk menentukan kategori seluruh indikator penelitian, digunakan rumus yang dikemukakan oleh Lind et al (Zulganef, 2018). Langkah pertama adalah menghitung skor tertinggi dan terendah sebagai berikut:
0. Skor Tertinggi 	5 x 18 x 101 = 9.090
0. Skor Terendah 	1 x 18 x 101 = 1.818
Selanjutnya, untuk menentukan interval kelas atau lebar kelas, digunakan rumus dari Lind et al (Zulganef, 2018), yaitu: .
Dimana:
H = nilai data tertinggi (highest value)
L = nilai data terendah (lowest value)
K = jumlah kelas
Berdasarkan hal tersebut, interval skor dapat ditentukan sebagai berikut:



Maka kategori penilaian untuk tiap indikator adalah sebagai berikut:
	Kategori
	Interval Skor

	Sangat Baik
	7.635-9.090

	Baik
	6.181-7.634

	Cukup Baik
	4.727-6.180

	Tidak Baik
	3.273-4.726

	Sangat Tidak Baik
	1.818-3.272
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BAB IV
[bookmark: _Toc178289665][bookmark: _Toc178294624]GAMBARAN UMUM DESA MAKERUH KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS
0. [bookmark: _Toc178289666][bookmark: _Toc178294625]Sejarah Berdirinya Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
Pada zaman dahulu asal usul desa makeruh masih hutan belantara dan masih belum dijamah oleh tangan manusia, namun pada tahun 1939 ada seorang laki-laki yang bernama MATHASAN yang berusaha dengan semangat yang kuat untuk membangun hutan belantara tersebut bersama dengan anggota penduduknya. Sosok sankarta yang dikenal dengan sebutan nama MAT adalah seorang laki-laki yang berasal dari desa makeruh juga, dia adalah laki-laki pertama yang membangun desa makeruh dengan gigih dan semangat, dan lama-kelamaan menjadi sebuah desa yang sangat damai dan makmur.
Pada zaman dahulunya desa makeruh ini diberi nama Kampung Air, sehingga ada satu cerita yang menyebabkan kampung air tersebut diberinama desa makeruh, yaitu pada suatu hari ada dua orang pemuda yang sedang berkelahi ditepi sebuah kolam, dan disaksikan banyak masyarakat dan penduduk setempat, sehingga perkelahian itu sangat sengit sekali sampai menumpahkan darah di air kolam itu, seorang pemuda berhasil mengalahkan lawannya dan mencampakkan lawannya tersebut kekolam air itu, sehingga air didalam kolam yang jernih itu berubah menjadi keruh bercampurkan darah dan air lumpur, lalu ada seorang kakek tua menghampiri pemuda yang  jatuh di kolam tersebut dan menolongnya naik keatas, lalu kakek tersebut berkata kepada kedua pemuda tersebut “Damailah kalian mari kita bangkit dan bangun kampung ini dengan kedamaian, karena kampung air ini selalu ada pertengkaran dan perkelahian, maka aku akan mengubah nama Kampung Air menjadi Makeruh. Kemudian Mathasan pun setuju dengan usulan kakek tersebut, sejak itulah kampung air berubah nama menjadi Makeruh, sejak saat itulah makeruh aman, damai sentosa, penduduknya pun semakin bertambah.		
	Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis adalah salah satu dari 4 (Empat) Kelurahan dan 12 (dua belas) Desa yang ada di wilayah Kecamatan Rupat yaitu, Kelurahan Batu Panjang, Kelurahan Tanjung Kapal, Kelurahan Terkul, Kelurahan Pergam, Desa Teluk Lecah, Desa Pangkalan Nyirih, Desa Hutan Panjang, Desa Makruh, Desa Sukarjo Mesim, Desa Kebumen, Desa Sri Tanjung, Desa Pancur Jaya, Desa Pangkalan Pinang, Desa Dungun Baru, Desa Darul Aman dan Desa Sungai Cingam. Desa Makeruh terletak 48,00 km kearah Utara dari Ibu Kota Kecamatan.
Secara umum Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis memiliki luas ± 151 KM² dan keadaan alam Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis adalah hamparan datar dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
0. Sebelah Timur berbatasan Selat Malaka Malaysia
0. Sebelah Utara berbatasan Desa kadur/Puteri Sembilan
0. Sebelah Barat berbatasan Desa Hutan Panjang
0. Sebelah Selatan berbatasan Desa Pangkalan Nyirih
Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis memiliki jumlah penduduk terhitung pada tahun 2022 berjumlah 1.630 jiwa atau sama dengan 471 Kepala Keluarga (KK). Jarak Desa Makeruh dari pusat Pemerintahan Kecamatan yaitu berjarak 48,00 Kilometer, dan jarak dari pusat Pemerintahan Kabupaten berjarak 210,00 Kilometer, dan dari pusat Pemerintahan Provinsi jarak ke Desa Sungai Cingam berjarak 225,00 Kilometer.
	Potensi luas wilayah pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis masih terdapat berbagai wilayah yang masih belum diolah, terutama untuk lahan pertanian dan perkebunan, yang masih dapat dikembangkan oleh masyarakat Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dibidang perkebunan, dimana pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dilihat dari tanahnya sangat cocok untuk dikembangkan menjadi perkebunan, kelapa sawit, padi dan perkebunan karet. Selain itu terdapat juga potensi di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis memungkinkan untuk pengembangan pembudidayaan ikan air tawar, udang dan ketam dikarenakan mempunyai Rawa/Dataran Rendah.
Sedangkan dilihat dari iklim pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat kabupaten Bengkalis adalah beriklim tropis, dimana pada bulan-bulan tertentu pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis terdapat musim kemarau dan musim hujan pada bulan September sampai dengan bulan Maret, sedangkan musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Maret dengan bulan Agustus dalam setiap tahunnya. 
0. [bookmark: _Toc178289667][bookmark: _Toc178294626]Keadaan dan Komposisi Penduduk Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Penduduk Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dilihat dari jenis kelamin, menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel IV. 1
	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah (Jiwa)
	Persentase (%)

	1
	Laki-Laki
	792
	49

	2
	Perempuan
	838
	51

	Jumlah
	1.630
	100 


Jumlah Penduduk Desa Makeruh Menurut Jenis Kelamin
Sumber Data: Kantor Desa Makeruh Tahun 2023.
	Dilihat dari tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan penduduk pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis adalah 1.630 jiwa. Dimana Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 792 jiwa atau (485,8%) dan jumlah penduduk perempuan 838  jiwa atau (514,2%).
Selanjutnya untuk melihat tingkat umur penduduk pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. 2
Jumlah Penduduk Desa Makeruh di Lihat dari Kelompok Usia
	No
	Kelompok Umur
	Jumlah (Jiwa)
	Persentase (%)

	1
	0 s/d 15 tahun
	424
	26

	2
	15 s/d 65 tahun
	1.104
	68

	3
	 65 tahun
	102
	6

	Jumlah
	1.630
	100


Sumber Data: Kantor Desa Makeruh Tahun 2023
Dilihat dari tabel diatas menjelaskan bahwa penduduk pada Desa Makeruh dilihat dari kelompok Usia, pada umumnya yang terbanyak pada penduduk berada pada usia antara 15 tahun sampai dengan 65 tahun yang terbanyak dengan jumlah 1.104 jiwa (678,3%) dan yang berusia pada usia 0 sampai 15 tahun dengan jumlah 424 jiwa atau sebesar (260,1%), selanjutnya pada usia 65 tahun keatas berjumlah 102 jiwa atau sebesar (62,5%).
Apabila dilihat dari mata pencarian atau pekerjaan pokok masyarakat Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani/pekebun, peternak, pedagang, honorer dan PNS. Untuk lebih jelasnya mata pencarian atau pekerjaan pokok masyarakat Desa Makeruh Kecamatan Rupat dapat di lihat pada tebel dibawah ini:




Tabel IV.3
Jumlah Penduduk Desa Makeruh Kecamatan Rupat
Kabupaten Bengkalis di Lihat dari Mata Pencarian
	No
	Mata Pencarian
	 Jumlah orang
	Persentase (%)

	1.
	Petani/Pekebun
	298
	45

	2.
	Nelayan
	66
	10

	3.
	Wiraswasta
	237
	36

	4.
	Buruh
	39
	6

	5.
	Honorer/Profesi
	11
	2

	6.
	PNS
	6
	1

	Jumlah
	657
	100


Sumber Data: Kantor Desa Makeruh tahun 2023
Dilihat dari tabel diatas menjelaskan bahwa masyarakat Desa Makeruh yang bekerja sebagai petani/pekebun bejumlah 298 orang (454,5%). Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan berjumlah 66 orang (100,4%). Sedangkan masyarakat yang bekerja sebagai Wiraswasta berjumlah 237 orang (361,7%), dan yang bekerja sebagai bidang buruh berjumlah 39 orang (59,3%). Sedangkan yang bekerja sebagai honorer/profesi berjumlah 11 orang (17,7%), dan yang bekerja sebagai PNS yaitu berjumlah 6 orang (9,1%).
Berdasarkan mata pencarian penduduk sebagaimana dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa mata pencarian atau pekerjaan penduduk Desa Makeruh bersifat heterogen, dengan demikian diharapkan dengan mata pencarian tersebut dapat memberikan pengaruh pada sosial ekonomi masyarakat pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Selanjutnya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang menjadi wewenang Kepala Desa yang telah dilimpahkan dari camat, dipersiapkan personil-personil yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan pekerjaan yang harus diselesaikan. Perangkat/aparatur Desa membantu kegiatan perkantoran dan membantu proses pelayanan yang ada di Desa. Keadaan dan komposisi perangkat Desa pada kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:
Tabel IV.4
Komposisi Pemerintah Desa berdasarkan Jumlah dan Jenis Kelamin pada Kantor Desa Makeruh
	No
	Jenis Kelamin
	Pemerintah Desa
	Persentase (%)

	1.
	Laki-laki
	25
	74

	2.
	Perempuan
	16
	26

	Jumlah
	41
	100


Sumber data: Kantor Desa Makeruh 2023.
Dilihat dari tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah pemerintah Desa sebanyak 41 orang yang terdiri dari 25 orang pria (74%), dan perempuan berjumlah sebanyak 16 orang (26%).
Selanjutnya untuk menunjang aktivitas Kantor, Kepala Desa Makeruh dalam pelaksanaan pembangunan harus memiliki pengurus yang mempunyai latar belakang  pendidikan. Karena tingkat pendidikan sangat menunjang pekerjaan yang akan dihasilkan. Berikut tabel tentang tingkat pendidikan Pemerintah Desa pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut;
Tabel IV.5
Komposisi Pemerintah Desa Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan pada Kantor Desa Makeruh
	No
	Tingkat Pendidikan
	Pemerintah Desa
	Persentase (%)

	1.
	S1/Sederajat
	20
	37

	2.
	D3/Sederajat
	10
	16

	3.
	SLTA/Sederajat
	6
	47

	4.
	SLTP/Sederajat
	5
	-

	5.
	SD/Sederajat
	-
	-

	Jumlah
	41
	100


Sumber Data: Kantor Desa Makeruh Tahun 2023.
Dilihat dari tabel diatas menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan Pemerintah Desa Makeruh cukup baik yaitu yang tamatan S1/Sederajat sebanyak 20 orang (37,4%), dan yang tamatan D3/Sederajat sebanyak 10 orang (16,8%), sedangkan yang tamatan dari SLTA/Sederajat hanya 6 orang (47,3%), sedangkan SLTP/Sederajat hanya 5 orang  dan tidak ada lagi pemerintah Desa yang berlatar belakang pendidikan tamatan SD/Sederajat. Dengan pendidikan yang cukup baik ini akan menjadi faktor pendukung Pemerintah Desa dalam menyakinkan masyarakat terkait program-program yang akan dilaksanakan, mengingat pendidikan juga merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh setiap pemerintah Desa untuk menunjang terciptanya pemikiran-pemikiran yang kreatif untuk pembangunan Desa.

0. [bookmark: _Toc178289668][bookmark: _Toc178294627]Struktur Organisasi Pemerintahan Desa di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Dalam menjalankan roda pemerintahan ditengah-tengah kehidupan masyarakat pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis di atur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Bengkalis, dijelaskan bahwa susunan Pemerintah Desa yang terdiri atas Kepala Desa, yang dibantu oleh perangkat Desa. perangkat Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas, Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat, unsur Staf Sekretariat Desa yaitu Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Perencanaan. Sedangkan untuk Pelaksana Kewilayahan yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) Dusun. Dan untuk Pelaksana Teknis terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
Mengenai Struktur Organisasi Pemerintah Desa Makeruh Kecamatan Rupat dapat dilihat pada bagan dibawah ini:




			












































	
Selanjutnya mengenai rincian tugas dan fungsi dari Pemerintah Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat diuraikan sebagai berikut:
1. 	Kepala Desa
Kepala Desa mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
1. Berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Adapun fungsi Kepala Desa sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
1. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
1. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
1. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
1. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
1. 	Sekretaris Desa
Sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
1. Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
Adapun fungsi Sekretaris Desa yaitu:
1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
1. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan Kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
1. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
1. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
1. 	Kepala Urusan
Kepala Urusan mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Sebagai unsur staf sekretariat
1. Membantu Sekretariat Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
Adapun fungsi Kepala Urusan yaitu:
1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
1. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga Desa lainnya.
1. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventaris data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
1. 	Kepala Seksi
Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Sebagai unsur pelaksana teknis
1. Membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional
Adapun fungsi Kepala Seksi sebagai berikut:
1. Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa. 
1. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi dibagian kesejahteraan yaitu melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, membangun bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Selanjutnya bagian pelayanan bertugas melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, kagamaan, dan ketenagakerjaan.
1. Kepala Dusun
Kepala Dusun mempunyai tugas sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
Adapun fungsi Kepala Dusun sebagai berikut:
1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
1. Mengawasi pelaksanaan pembanguanan di wilayahnya.
1. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
1. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan.
0. [bookmark: _Toc178289669][bookmark: _Toc178294628]Sarana dan Prasarana Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Dalam melaksanakan berbagai kegiatan kehidupan masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan kehidupan akan dapat memberikan bantuan di dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, sarana yang akan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berusaha, Karena dengan ketersediaan sarana dan prasarana dapat mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi.
Selanjutnya untuk mengetahui sarana dan prasarana yang terdapat pada Desa Makeruh dapat di lihat tabel di bawah ini:











Tabel IV. 6
Jumlah Sarana dan Prasarana Kemasyarakatan pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
	No
	Sarana dan Prasarana
	Unit
	Kondisi

	1
	     Bidang Transportasi Darat
a. Jalan aspal
b. Jalan tanah
c. Jembatan beton
	
6 
5 
14
	
2 rusak
1 rusak
4 rusak

	2
	   Bidang Pendidikan
a. PAUD
b. TK
c. SD
d. SMP/Sederajat
	
1
1 
1
1 
	Baik

	3
	Rumah Ibadah
a. Masjid
b. Musholla
c. Klenteng
	
3 
4 
1
	Baik

	4
	Bidang Kesehatan
a. Puskesdes
b. Posyandu
c. Dukun bersalin terlatih
	
1 
4 
1 
	1 rusak
Baik

	5
	 Bidang Olahraga
a. Lapangan Sepak Bola 
b. Lapangan Bola Volly
	
1 
1
	Baik

	6
	  Sarana dan Prasarana Pemerintahan
a. Balai pertemuan
b. Ruang kerja
c. Mesin Tik
d. Meja
e. Almari arsip
f. Kursi
g. Komputer
h. Printer
i. Kendaraan dinas 
	

1 
1 
3 
15 
10 
20 
3 
2 
	1 rusak
Baik

	Jumlah
	102
	


Sumber Data: Kantor Desa Makeruh tahun 2023.

Dilihat dari tabel diatas menjelaskan bahwa sarana sosial kemasyarakatan pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dikatakan baik dalam arti telah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat diantaranya seperti sarana transportasi, pendidikan, ibadah, kesehatan, olahraga dan sarana pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
0. [bookmark: _Toc178289670][bookmark: _Toc178294629]Visi-misi Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa makeruh seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan, maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Makeruh adalah:
“Terwujudnya Kepemerintahan yang Profesional, Responsif dan Inovatif menuju Masyarakat Desa Makeruh yan Sejahtera, Mandiri, Agamis dan Bermartabat”
Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang membuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya Visi desa tersebut, Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat di operasionalkan/dilaksanakan sebagaimana penyusunan visi, misi juga dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Makeruh sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Makeruh adalah:
1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntable melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif, dan transparan.
1. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan.
1. Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian, peternakan dan perikanan serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industry kecil dan menengah, dan sector informasi.
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah.
1. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek.














BAB V
ANALISIS STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR DESA MAKERUH KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS
1. [bookmark: _Toc178289672][bookmark: _Toc178294631]Identitas Responden
Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, maka terlebih dahulu penulis memaparkan identitas responden penelitian dengan judul Analisis Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dengan Jumlah responden sebanyak 101 Responden yang terdiri dari Pegawai Desa sebanyak 41 orang, dan tanggapan masyarakat sebanyak 60 orang.
Penulis membagi peserta penelitian berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Data peserta penelitian dapat dilihat sebagai berikut.:
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Perbedaan gender dalam  memperoleh data dan informasi sangat hal ini di karenakan setiap pria maupun wanita memliki sudut pandang yang berbeda dalam memaknai sesuatu hal, dan juga cara berfikir untuk dapat menjawab dari setiap pernyataan dari angket/kuisioner yang disebarkan oleh penulis.
Untuk melihat responden penelitian tentang Standar Pelayanan Publik pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat kabupaten Bengkalis dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:


[bookmark: _Toc178289673][bookmark: _Toc178294632]          Tabel. V.1
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Responden
	  
Total
	
Persentase (%)

	
	
	Pegawai Desa
	Tokoh Masyarakat
	
	

	1
	Laki-Laki
	25
	60
	85
	84

	2
	Perempuan
	16
	-
	16
	15

	Jumlah
	41
	60
	101
	100


Sumber data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2024
Di lihat dari tabel V.1 di atas menjelaskan bahwa sebagian besar responden penelitian berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 85 orang (84%), sedangkan responden perempuan berjumlah 16 orang (15%).
1. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur
Dalam penelitian ini tingkat umur juga merupakan salah satu dasar penulis untuk membedakan umur responden yang menjadi penelitian penulis, sehingga dengan adanya perbedaan umur dapat memberikan gambaran dalam mencari jawaban dari hasil penelitian penulis. Untuk mengetahui jumlah Usia responden tercantum dalam tabel di bawah ini:
[bookmark: _Toc178289674][bookmark: _Toc178294633]Tabel. V. 2
Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Umur
	No
	Tingkat  Umur
	Responden
	
Total
	
Persentase (%)

	
	
	Pegawai Desa
	Tokoh Masyarakat
	
	

	1
	26 - 35
	15
	16
	31
	31

	2
	36 - 45
	10
	25
	35
	35

	3
	46 - 55
	16
	14
	30
	30

	4
	>56
	-
	5
	5
	4

	Jumlah
	41
	60
	101
	100


Sumber data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2024
Dari tabel V.2 di atas dapat dijelaskan, tingkat umur yang paling banyak dari responden penelitian yaitu berusia antara 36 sampai dengan 45 tahun berjumlah 35 orang (35%), selanjutnya diikuti dengan responden tingkat umur 46 sampai dengan 55 tahun berjumlah 30 orang (30%), dilanjutkan tingkat umur 26 sampai dengan 35 tahun yaitu berjumlah 31 orang (31%), dan tingkatan umur >56 tahun sebanyak 5 orang (4%). 
2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu hal yang menjadi utama dalam menggerakkan dan menjalankan suatu roda pemerintahan, dengan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi kemampuan dan keterampilan setiap individu dalam menjalankan atau mengemban tugas dan pekerjaan. Oleh karena itu latar belakang pendidikan seseorang dapat memberikan pengaruh keberhasilan terhadap pelaksanaan roda pemerintahan di Desa.
Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel dibawah ini untuk mengetahui latar belakang tingkat pendidikan dalam penelitian penulis yaitu sebagai berikut: 
[bookmark: _Toc178289675][bookmark: _Toc178294634]Tabel. V. 3
Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No
	Tingkat  Pendidikan
	Responden
	
Total
	
Persentase (%)

	
	
	Pegawai    Desa
	Tokoh Masyarakat
	
	

	1
	S1
	20
	-
	20
	20

	2
	D3
	10
	-
	10
	10

	3
	SLTA
	6
	30
	36
	35

	4
	SLTP
	5
	20
	25
	25

	5
	SD
	-
	10
	10
	10

	Jumlah
	41
	60
	101
	100


Sumber data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2024.
Berdasarkan tabel V.3 diatas dapat dijelaskan, sebagian besar responden penelitian berpendidikan SLTA yaitu berjumlah 36 orang (35%), Sedangkan untuk tingkat pendidikan S1 hanya 20 orang (20%), dan sisanya dari tingkat pendidikan D3 sebanyak 10 orang (10%), dari tingkat pendidikan SLTP hanya 25 orang (25%) dan  tingkat pendidikan SD hanya 10 orang (10%).
1. [bookmark: _Toc178289676][bookmark: _Toc178294635]Analisis Standar Pelayanan Publik pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
Standar pelayanan merupakan acuan dari pada pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan real, yang berisikan persyaratan, aturan hokum, dan lainnya sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan. Standar pelayanan publik merupakan aturan-aturan yang ditetapkan sesuai dengan kondisi lingkungan yang terjadi yang terdapat dijadikan acuan dalam memberikan pelayanan kepada mesyarakat.
	Untuk melihat standar pelayanan publik pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat melalui tanggapan responden berdasarkan indikator sebagai berikut:
1. Prosedur Pelayanan
Dalam hal ini harus ditetapkan standar pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk prosedur pengaduan. Pada hakikatnya prosedur pelayanan merupakan acuan langkah-langkah suatu kegiatan yang akan menujukan kemudahanan tahapan dalam proses pemberian pelayanan termasuk dalam hal ini persyaratan yang wajib dipenuhi penerima pelayanan termasuk pengaduan, yang dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
Prosedur pelayanan yang dijalani dengan cermat akan menimbulkan kualitas pelayanan yang lebih baik. Kualitas layanan dikatakan baik jika  pelayanan yang diterima masyarakat dengan sesuai yang diharapkan. Jika masyarakat, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang tidak baik atau tidak memuaskan.
Untuk melihat prosedur pelayanan terhadap standar pelayanan publik yang ada pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat  Kabupaten Bengkalis dalam penelitian ini dapat dilihat memalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya papan informasi mengenai kejelasan persyaratan yang harus dipenuhi
Adalah penyediaan informasi yang jelas dan terperinci terkait syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh individu atau pihak dalam suatu proses atau kegiatan. Tujuan dari papan informasi ini adalah untuk memastikan bahwa semua masyarakat yang terlibat memahami apa yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang berlaku, sehingga proses dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Papan informasi yang ada di Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis berfungsi untuk memberikan informasi yang jelas dan terperinci tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berbagai keperluan. Alur informasi pelayanan administrasi Persyaratan di Kantor Desa Makeruh yang pertama yaitu pemohon terlebih dahulu meminta surat pengantar kepada ketua RT setempat. yang pertama pelayanan administrasi adalah pemohon meminta surat pengantar kepada RT dengan membawa KTP/KK, Ketua RT mengisi blanko surat pengantar sesuai dengan keperluan dan mencatat dalam buku register lalu ditandatangani dan dicap, Ketua RW mengecek data pemohon lalu menandatangani dan dicap, Pemohon menunjukkan surat pengantar beserta KK dan KTP ke petugas pelayanan administrasi Desa Makeruh, petugas membuatkan surat yang diperlukan pemohon lalu diregister, Petugas memintakan tanda tangan kepada Kepala Desa atau Sekretaris Desa, Selanjutnya menyerahkan dokumen atau surat ke pemohon, Pemohon menindaklanjuti ke kecamatan atau instansi terkait. Menyediakan detail tentang dokumen dan kriteria yang diperlukan untuk mendaftar ke program bantuan sosial, beasiswa, atau pelatihan, Menjelaskan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha, izin mendirikan bangunan, atau izin lainnya. Papan informasi yang baik memberikan transparansi, mengurangi kebingungan, dan memastikan semua orang memiliki akses yang sama terhadap informasi penting dalam pengurusan berbagai kebutuhan masyarakat yang ada di Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
b. Adanya sistem web pemerintah desa mengenai persyaratan pelayanan
Merupakan penggunaan platform digital berbasis web yang dikelola oleh pemerintah desa untuk menyampaikan informasi dan persyaratan terkait berbagai layanan publik. Sistem web ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan efisiensi dalam administrasi layanan yang diberikan oleh pemerintah desa Makeruh kepada masyarakat. Sistem web Merupakan salah satu Aplikasi Umum Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Nasional yang diperuntukan bagi Pemerintah Tingkat Desa/Kelurahan dalam meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Cara daftar surat yang dapat diajukan secara online di Desa Makeruh, Yaitu Akta Kelahiran Anak, Akta Kematian, Kartu Identitas Anak(KIA), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tidak Mampu(SKTM), Surat Keterangan Usaha Perkebunan, Surat Pengantar Nikah, Surat Pindah, Surat Tanah(SKT/SKGR), dan Surat Tempat Izin Usaha(SITU/HO). Klik untuk melihat syarat-syarat yang diperlukan. Menerapkan sistem web untuk pelayanan pemerintah desa makeruh dapat sangat meningkatkan efisiensi dan transparansi. komponen penting yang harus dipertimbangkan untuk sistem web pemerintah desa mengenai persyaratan pelayanan, Penjelasan detail tentang berbagai layanan yang ditawarkan oleh pemerintah desa, seperti pembuatan KTP, izin usaha, atau pengajuan bantuan sosial. Persyaratan Administrasi: Daftar lengkap dokumen yang diperlukan untuk setiap jenis pelayanan, termasuk format dan contoh jika diperlukan.Informasi mengenai biaya yang mungkin timbul dan prosedur lengkap untuk setiap layanan. Dengan sistem web yang dirancang dengan baik, pelayanan di kantor desa dapat menjadi lebih efisien dan transparan, memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan yang mereka butuhkan.
c. 	Adanya kesetaraan di dalam melayani masyarakat sesuai nomor antrian
Yaitu merujuk pada prinsip dan praktik pelayanan publik di mana setiap individu diperlakukan secara adil dan setara berdasarkan urutan nomor antrian yang telah diberikan. Konsep ini menekankan pada pentingnya memberikan layanan secara adil tanpa membedakan atau memprioritaskan seseorang berdasarkan faktor-faktor seperti status sosial, kekayaan, atau hubungan pribadi. Mengelola sistem nomor antrian di kantor desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis untuk secara efektif dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan masyarakat. Seharusnya yang dapat masyarakat ambil untuk memastikan pelayanan yang adil dan terorganisir, gunakan mesin pencetak tiket nomor antrian di pintu masuk kantor desa makeruh, atau secara manual dengan buku antrian, Pasang layar atau papan digital yang menampilkan nomor antrian dan status layanan, Implementasikan sistem web atau aplikasi untuk pendaftaran antrian secara online sebelum datang ke kantor desa makeruh, Sistem yang memberikan nomor antrian secara otomatis dan memungkinkan pelacakan status melalui aplikasi atau SMS. Dengan menerapkan ini, masyarakat dapat memastikan bahwa pelayanan di kantor desa makeruh dilakukan dengan adil dan efisien, memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat.
Untuk melihat lebih jelas indikator Prosedur Pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:
[bookmark: _Toc178289677][bookmark: _Toc178294636] Tabel V.4
[bookmark: _Toc178289678][bookmark: _Toc178294637]Tanggapan Responden Mengenai Indikator Prosedur Pelayanan
	No
	Sub indikator
	Frek/Skor
	SB
	B
	CB
	TB
	STB
	Jumlah

	1
	Adanya papan informasi mengenai kejelasan persyaratan yang harus dipenuhi
	Frek
	6
	50
	43
	2
	0
	101

	
	
	Skor
	30
	200
	129
	4
	0
	363

	2
	Adanya sistem web pemerintah desa mengenai persyaratan pelayanan
	Frek
	3
	55
	43
	0
	0
	101

	
	
	Skor
	15
	220
	129
	0
	0
	364

	3
	Adanya kesetaraan di dalam melayani masyarakat sesuai nomor antrian
	Frek
	4
	47
	50
	0
	0
	101

	
	
	Skor
	20
	188
	150
	0
	0
	358

	Jumlah
	Frek
	13
	152
	136
	2
	0 
	303

	
	Frekuensi
(%)
	4%
	   50%
	   45%
	1%
	0%
	100%

	
	Skor
	65   
	608
	408
	4
	0
	1.085


  		Sumber Data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2024.
Di lihat dari tabel V.4 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan Responden mengenai prosedur pelayanan terdiri dari tiga sub-indikator, dimana sub indikator pertama yaitu Adanya papan informasi mengenai kejelasan persyaratan yang harus dipenuhi memiliki jumlah skor yaitu 363, selanjutnya tanggapan responden terhadap sub indikator kedua yaitu Adanya sistem web pemerintah desa mengenai persyaratan pelayanan jumlah skor 364, dan sub indikator ketiga yaitu Adanya kesetaraan di dalam melayani masyarakat sesuai nomor antrian dengan jumlah skor 358. Dari ketiga sub-indikator diatas bahwa indikator pertama yaitu Prosedur Pelayanan memperoleh total skor 1.085.
Untuk melihat hasil Frekuensi Presentase tanggapan responden terhadap prosedur pelayanan pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis disajikan pada diagram berikut: 
Diagram V.1
Frekuensi Presentase Tanggapan Responden Tentang Prosedur Pelayanan
Sumber Data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2024.



Dari diagram diatas tersebut dapat dilihat tanggapan responden terhadap indikator Prosedur Pelayanan dengan jumlah presentase 50% yang berada kategori Baik (B). Hasil akhir dari tanggapan responden mengenai indikator Prosedur Pelayanan dapat dilihat dengan jelas melalui kontinum di bawah ini:
1.085

[image: ] 303    STB    545      TB     787     CB    1.029      B     1.271      SB     1.515



Berdasarkan Kontinum yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa jawaban dari Responden terhadap indikator Prosedur Pelayanan dikategorikan Baik (B) dengan total skor 1.085.
2. Produk Pelayanan
Yang dimaksud dengan produk pelayanan dalam penelitian ini adalah pelayanan yang diberikan petugas Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yang akan diterima oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Produk pelayanan merupakan layanan atau jasa yang ditawarkan oleh suatu organisasi atau penyedia layanan kepada pelanggan atau masyarakat. Berbeda dengan produk fisik, yang berupa barang yang dapat dilihat dan disentuh, produk pelayanan adalah pengalaman, manfaat, atau hasil dari tindakan yang dilakukan oleh penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan.
Untuk melihat Produk Pelayanan yang ditetapkan pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat  Kabupaten Bengkalis dalam penelitian ini dapat dilihat memalui sub indikator sebagai berikut.
a. Adanya pembangunan infrastruktur desa berupa jalan, fasilitas umum dan sebagainya
Adalah upaya pengembangan dan penyediaan fasilitas fisik dan struktural di tingkat desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, dan memfasilitasi pelayanan publik. Infrastruktur desa meliputi berbagai jenis pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki aksesibilitas, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat. Infrastruktur desa adalah sarana dan prasarana yang dibangun di wilayah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Infrastruktur desa meliputi jalan, jembatan, saluran irigasi, air bersih, sanitasi, sekolah, kesehatan, tempat ibadah, dan lain-lain. Infrastruktur desa menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Implementasi dan Pengelolaan Perencanaan dan Anggaran Rencanakan proyek dengan rinci dan alokasikan anggaran yang memadai. Partisipasi Masyarakat: Libatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi dan meningkatkan rasa memiliki. Pembangunan infrastruktur desa makeruh, seperti jalan dan fasilitas umum, Jalan yang dibangun dengan bahan berkualitas dan teknik yang tepat dapat memperpanjang umur dan mengurangi kebutuhan pemeliharaan. Fasilitas umum yang modern dan fungsional juga meningkatkan kualitas hidup warga, Pembangunan jalan dan fasilitas yang lebih baik meningkatkan aksesibilitas ke layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar, yang mempercepat mobilitas dan konektivitas, Infrastruktur yang baik sering kali mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan mempermudah transportasi barang dan orang, serta menarik investasi, Pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan dapat mengurangi dampak negatif dan meningkatkan keberlanjutan. Kemajuan ini sering kali memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efisien, dan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
b. Adanya pemerintah  desa membantu pelayanan pertanahan dalam pengurusan sertifikat tanah
Merupakan peran aktif pemerintah desa dalam mendukung dan memfasilitasi proses administrasi dan legalisasi hak atas tanah di tingkat desa. Dalam konteks ini, pemerintah desa bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya untuk mempermudah pengurusan sertifikat tanah, yang merupakan dokumen hukum penting yang membuktikan kepemilikan sah atas suatu bidang tanah. Pengurusan sertifikat tanah (atau sering disebut "sertifikat hak atas tanah").Dalam administrasi yang penting untuk memastikan hak kepemilikan tanah diakui secara sah. dalam pengurusan sertifikat tanah, Persiapan Dokumen, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Identitas pribadi pemohon, Kartu Keluarga (KK) Bukti hubungan keluarga, Surat Keterangan Tanah: Surat keterangan dari kepala desa atau lurah yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik pemohon. Surat ini mencakup informasi tentang lokasi, luas, dan batas tanah, Bukti Kepemilikan Tanah, Dokumen yang menunjukkan kepemilikan tanah seperti akta jual beli, surat waris, atau surat hibah, Peta atau Gambar Tanah, Peta atau gambar yang menunjukkan lokasi dan batas tanah. Pendaftaran di Kantor Desa Makeruh, Mengajukan Permohonan, Pemohon mengajukan permohonan sertifikat tanah ke kantor desa dengan melampirkan dokumen yang diperlukan, Verifikasi Awal, Kepala desa atau petugas desa memverifikasi dokumen dan melakukan pemeriksaan awal terhadap tanah untuk memastikan keabsahan dan tidak adanya sengketa. Selama proses ini, penting untuk mengikuti prosedur dan persyaratan yang berlaku di yang ada di Kantor Desa Makeruh Kecamatab Rupat Kabupaten Bengkalis untuk memastikan bahwa pengurusan surat tanah berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum.
c. Adanya pelayanan pelatihan bagi msyarakat seperti pelatihan keterlampilan Terdapatnya ketentuan tentang penyelesaian keluh/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan
Merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk menyediakan pelatihan atau kursus yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Pelatihan ini bisa berupa berbagai jenis keterampilan, baik yang berkaitan dengan pekerjaan, kewirausahaan, atau pengembangan pribadi. ketentuan tentang penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan merujuk pada prosedur dan mekanisme yang diterapkan untuk menangani dan menyelesaikan keluhan atau masalah yang dihadapi oleh penerima layanan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul selama proses pelayanan ditangani secara efektif dan adil. Pelayanan pelatihan bagi masyarakat merujuk pada penyediaan program pendidikan atau keterampilan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan individu dalam suatu komunitas. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan teknis, kewirausahaan, atau pengembangan diri. Dalam pelaksanaan pelayanan ini, penting untuk memiliki ketentuan mengenai penyelesaian keluhan atau persoalan. Ini mencakup mekanisme untuk menangani dan menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi peserta selama atau setelah pelatihan, seperti masalah administrasi, kualitas materi, atau dukungan peserta. Prosedur ini memastikan bahwa setiap masalah diatasi dengan efektif.
Untuk melihat lebih jelas indikator produk pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:
[bookmark: _Toc178289679][bookmark: _Toc178294638]Tabel V.5
[bookmark: _Toc178289680][bookmark: _Toc178294639]Tanggapan Responden Mengenai Indikator Produk Pelayanan
	No
	Sub indikator
	Frek/Skor
	SB
	B
	CB
	TB
	STB
	Jumlah

	1
	Adaya pembangunan infrastruktur desa berupa jalan, fasilitas umum dan sebagainya
	Frek
	11
	36
	54
	0
	0
	101

	
	
	Skor
	55
	144
	162
	0
	0
	361

	2
	Adanya pemerintah  desa membantu pelayanan pertanahan dalam pengurusan sartifikat tanah
	Frek
	21
	46
	33
	1
	0
	101

	
	
	Skor
	105
	184
	99
	2
	0
	390

	3
	Adanya pelayanan pelatihan bagi msyarakat seperti pelatihan keterlampilan Terdapatnya ketentuan tentang penyelesaian keluh/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan
	Frek
	10
	50
	38
	3
	0
	101

	
	
	Skor
	50
	200
	114
	6
	0
	370

	Jumlah
	Frek
	42
	132
	125
	4
	0
	303

	
	Frekuensi
(%)
	 13%
	 43%
	 41%
	3%
	0%
	100%

	
	Skor
	210
	528
	375
	8
	0
	1.121


Sumber Data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2024.
Di lihat dari tabel V.5 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan Responden mengenai Produk Pelayanan terdiri dari tiga sub-indikator, dimana sub indikator pertama yaitu Adaya pembangunan infrastruktur desa berupa jalan, fasilitas umum dan sebagainya memiliki jumlah skor yaitu 361, selanjutnya tanggapan responden terhadap sub indikator kedua yaitu Adanya pemerintah  desa membantu pelayanan pertanahan dalam pengurusan sartifikat tanah jumlah skor 390, dan sub indikator ketiga yaitu Adanya pelayanan pelatihan bagi msyarakat seperti pelatihan keterlampilan Terdapatnya ketentuan tentang penyelesaian keluh/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan dengan jumlah skor 370. Dari ketiga sub-indikator diatas bahwa indikator kedua yaitu Produk Pelayanan memperoleh total skor 1.121.
Untuk melihat hasil Frekuensi Presentase tanggapan responden terhadap Produk Pelayanan pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis disajikan pada diagram berikut:
Diagram V.2
Frekuensi Presentase Tanggapan Responden Tentang Produk Pelayanan
Sumber Data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2024.



Dari diagram diatas tersebut dapat dilihat tanggapan responden terhadap Produk Pelayanan dengan jumlah presentase 43% yang berada kategori Baik (B). Hasil akhir dari tanggapan responden mengenai indikator Produk Pelayanan dapat dilihat dengan jelas melalui kontinum di bawah ini:

[image: ]1.121
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Berdasarkan Kontinum yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa jawaban dari Responden terhadap indikator Produk Pelayanan dikategorikan Baik (B) dengan total skor 1.121.
3. Waktu Penyelesaian
Yang dimaksud dengan waktu penyelesaian adalah kemampuan pertugas dalam menyelesaian proses pelayanan pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yang terhitung sejak awal pengurusan sampai dengan selesai termasuk keluh/pengaduan masyarakat. 
Waktu penyelesaian merupakan durasi atau periode waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses, tugas, atau permintaan sejak saat diajukan hingga hasil akhir dicapai. Dalam konteks pelayanan publik atau administrasi, waktu penyelesaian sering kali merujuk pada waktu yang diperlukan untuk memproses dan menyelesaikan permohonan, keluhan, atau layanan yang diminta oleh pelanggan atau masyarakat.
Untuk melihat Waktu Penyelesaian yang ditetapkan pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat  Kabupaten Bengkalis dalam penelitian ini dapat dilihat memalui sub indikator sebagai berikut.
a.	Adanya kesesuaian standar waktu dengan waktu penyelesaian pelayanan
Merupakan ketetapan sesuai dengan standar operasional prosedur dalam melakukan pelayanan pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, Kesesuaian standar waktu dengan waktu penyelesaian pelayanan berarti bahwa waktu yang ditetapkan sebagai standar untuk menyelesaikan suatu layanan sesuai dengan waktu yang sebenarnya diperlukan untuk menyelesaikannya. Ini memastikan bahwa pelayanan dilakukan dengan efisien dan sesuai harapan atau peraturan yang berlaku. Tanggapan masyarakat desa makeruh terhadap kesesuaian standar waktu dan waktu penyelesaian pelayanan penting karena membantu menjaga kepuasan masyarakat dan efisiensi operasional. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa pelayanan atau acara dilakukan sesuai rencana, meminimalkan keterlambatan, dan meningkatkan kepercayaan serta pengalaman positif bagi semua pihak yang terlibat. Waktu yang telah ditetapkan atau diharapkan untuk menyelesaikan suatu proses atau tugas, berdasarkan perencanaan atau komitmen sebelumnya. Waktu nyata yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan atau tugas tersebut. Mengukur dan membandingkan waktu penyelesaian aktual dengan standar waktu untuk menilai kesesuaian.
b.	Adanya pemerintah desa menyampaikan infomasi waktu penyelesain pelayanan
Merupakna pemerintah desa bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan layanan atau permintaan dari masyarakat Desa Makeruh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui kapan mereka bisa mengharapkan layanan selesai dan bisa merencanakan aktivitas mereka dengan lebih baik. Pemerintah Desa Makeruh menyampaikan informasi waktu penyelesaian pelayanan berarti memberikan jadwal atau perkiraan kapan berbagai layanan yang disediakan oleh Desa Makeruh yang akan selesai dan diproses.  Informasi penyampai penyelesaian waktu memberikan rincian kepada masyarakat Desa Makeruh tentang kapan sebuah layanan atau permohonan akan selesai diproses. Ini termasuk menginformasikan jadwal atau estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan administrasi, pengurusan dokumen, atau layanan lain yang disediakan oleh Desa Makeruh. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa merencanakan aktivitas mereka dengan tepat dan memiliki ekspektasi yang jelas tentang kapan mereka akan menerima hasil dari layanan tersebut.
c.	Adanya kedisplianan waktu pemerintah desa di dalam melayani masyarakat sesuai dengan jam operasional berkerja
Merupakan pemerintah desa harus mematuhi jadwal yang telah ditetapkan untuk melayani masyarakat. Hal ini memastikan bahwa layanan diberikan secara konsisten dan tepat waktu, sesuai dengan jam kerja resmi yang ditentukan. Mereka harus hadir dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan jam kerja yang resmi untuk memastikan pelayanan yang efisien dan efektif. Ini juga mencerminkan komitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan konsistensi dalam menjalankan tugas administratif. Menentukan jam operasional yang konsisten dan menginformasikan jadwal tersebut kepada masyarakat melalui berbagai saluran,  Menjaga agar staf selalu hadir dan siap melayani selama jam operasional yang telah ditetapkan, Memproses permohonan dan layanan sesuai dengan waktu yang dijanjikan untuk menghindari keterlambatan, Memastikan bahwa kantor desa  makeruh atau fasilitas pelayanan lainnya beroperasi dan tersedia sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan, Mengelola dan menanggapi keluhan atau masukan dari masyarakat terkait pelayanan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi, dan Menyediakan waktu khusus atau jadwal tambahan untuk layanan yang memerlukan perhatian khusus, seperti konsultasi atau pengurusan dokumen yang penting mudah diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Untuk melihat lebih jelas indikator Waktu Penyelesaian dapat dilihat pada tabel berikut:
[bookmark: _Toc178289681][bookmark: _Toc178294640]Tabel V.6
[bookmark: _Toc178289682][bookmark: _Toc178294641]Tanggapan Responden Mengenai Indikator Waktu Penyelesaian
	No
	Sub indikator
	Frek/Skor
	SB
	B
	CB
	TB
	STB
	Jumlah 

	1
	Adanya kesesuaian standar waktu dengan waktu penyelesaian pelayanan
	Frek
	14
	49
	38
	0
	0
	101

	
	
	Skor
	70
	196
	114
	0
	0
	380

	2
	Adanya pemerintah desa menyampaikan infomasi waktu penyelesain pelayanan
	Frek
	14
	55
	31
	1
	0
	101

	
	
	Skor
	70
	220
	93
	2
	0
	385

	3
	Adanya kedisplianan waktu pemerintah desa di dalam melayani masyarakat sesuai dengan jam operasional berkerja
	Frek
	7
	46
	42
	6
	0
	101

	
	
	Skor
	35
	184
	126
	12
	0
	357

	

Jumlah
	Frek
	35
	150
	111
	7
	0
	303

	
	Frekuensi
(%)
	11%
	49%
	36%
	4%
	0%
	100%

	
	Skor
	175
	600
	333
	14
	0
	1.122


Sumber Data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2024.


Di lihat dari tabel V.6 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan Responden mengenai waktu Penyelesaian terdiri dari tiga sub-indikator, dimana sub indikator pertama yaitu Adanya kesesuaian standar waktu dengan waktu penyelesaian pelayanan memiliki jumlah skor yaitu 380, selanjutnya Tanggapan sub-indikator kedua dari responden adalah Adanya pemerintah desa menyampaikan infomasi waktu penyelesain pelayanan jumlah skor 385 dan sub indikator ketiga yaitu Adanya kedisplianan waktu pemerintah desa di dalam melayani masyarakat sesuai dengan jam operasional berkerja dengan jumlah skor 357. Dari ketiga sub-indikator diatas bahwa indikator ketiga yaitu Waktu Penyelesaian memperoleh total skor 1.122.
Untuk melihat hasil Frekuensi Presentase tanggapan responden terhadap Waktu Penyelesaian pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis disajikan pada diagram berikut:
Diagram V.3
Frekuensi Presentase Tanggapan Responden Tentang Waktu Penyelesaian
Sumber Data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2024.



Dari diagram diatas tersebut dapat dilihat tanggapan responden terhadap indikator Waktu Penyelesaian dengan jumlah presentase 49% yang berada kategori Baik (B). Hasil akhir dari tanggapan responden mengenai indikator Waktu Penyelesaian dapat dilihat dengan jelas melalui kontinum di bawah ini:

Top of Form1.122

Bottom of Form
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Berdasarkan Kontinum di atas dapat dikatakan bahwa tanggapan Responden terhadap indikator Waktu Penyelesaian dikategorikan Baik (B) dengan total skor 1.122.
4. Biaya Pelayanan
Yang dimaksud dengan biaya pelayanan adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk menyediakan berbagai layanan dan fasilitas kepada masyarakat di tingkat desa. Biaya ini mencakup berbagai jenis pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat. biaya pelayanan desa mencerminkan upaya pemerintah desa untuk memberikan layanan dan fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa.
Untuk melihat Biaya Pelayanan yang ditetapkan pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat  Kabupaten Bengkalis dalam penelitian ini dapat dilihat memalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya informasi tertulis yang dapat dilihat oleh masyarakat desa tentang rincian biaya pelayanan
Adalah suatu transparansi dan aksesibilitas informasi terkait pengeluaran dan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah desa menyediakan dokumentasi yang jelas, terperinci, dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai dana desa digunakan untuk berbagai layanan dan kegiatan. Informasi tertulis yang dapat dilihat oleh masyarakat Desa Makeruh Kecamtan Rupat Kabupaten Bengkalis dari rincian biaya untuk berbagai jenis pelayanan, seperti pengurusan administrasi, pembuatan dokumen, atau layanan social, Penjelasan tentang tarif atau biaya yang dikenakan, termasuk biaya tetap dan biaya variable, informasi tentang cara-cara pembayaran yang diterima, seperti tunai, transfer bank, atau pembayaran elektronik, Ketentuan mengenai pengembalian biaya jika layanan tidak dapat diberikan atau jika terjadi kesalahan, Informasi tentang kapan biaya harus dibayar dan tenggat waktu yang berlaku, Penjelasan tentang biaya tambahan yang mungkin dikenakan, seperti biaya administrasi atau denda keterlambatan yaitu, formulir atau kwitansi yang digunakan untuk pembayaran biaya layanan dan Informasi kontak untuk bertanya lebih lanjut mengenai rincian biaya, seperti nomor telepon atau alamat email. Dengan adanya kejelasan rincian biaya pelayanan dapat menjadi bukti pembayaran secara adil terhadap masyarakat Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
b. Adanya bukti pembayaran yang diberikan kantor desa kepada masyarakat yang melakukan proses pelayanan
Adalah praktek administratif di mana kantor desa menyediakan dokumentasi resmi sebagai tanda bahwa pembayaran telah dilakukan oleh masyarakat untuk layanan atau transaksi tertentu. Bukti pembayaran ini berfungsi sebagai konfirmasi resmi dan rekaman transaksi yang mencatat bahwa biaya atau tarif terkait dengan layanan desa telah dibayar. Bukti pembayaran yang diberikan oleh Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat setelah melakukan proses pelayanan, Dokumen resmi yang mencatat jumlah yang dibayar, tanggal pembayaran, dan tujuan pembayaran. Bukti pembayaran yang dihasilkan dari sistem pembayaran elektronik atau mesin kasir, jika kantor desa menggunakan teknologi ini untuk transaksi,  Formulir yang diisi oleh masyarakat saat melakukan pembayaran, yang juga dapat dilengkapi dengan stempel atau tanda tangan sebagai bukti, Jika pembayaran dilakukan melalui transfer bank, slip atau bukti transfer yang mencantumkan detail transaksi bisa diberikan sebagai bukti pembayaran, Salinan dokumen yang mencatat rincian layanan yang telah dibayar, yang mungkin juga berisi informasi tentang biaya dan pembayaran, dan Dokumen yang mencantumkan rincian biaya dan total pembayaran yang telah dilakukan, biasanya dikeluarkan sebelum pembayaran sebagai referensi. Memastikan transparansi bukti pembayaran semakin baik di Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
c. Adanya kesesuaian biaya pelayanan yang disampaikan dengan peraturan yang berlaku
Adalah bahwa biaya yang dikenakan untuk suatu layanan atau transaksi di tingkat desa harus sesuai dengan aturan, regulasi, atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Ini mencakup kesesuaian dalam hal penetapan tarif, prosedur pembayaran, dan penggunaan dana, sehingga tidak ada penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan. Kesesuaian biaya pelayanan yang disampaikan dengan peraturan yang berlaku di tingkat Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Biaya pelayanan harus sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes) yang menetapkan tarif untuk berbagai layanan. Ini termasuk peraturan mengenai administrasi, pembuatan dokumen, atau layanan sosial, Selain Perdes, biaya juga harus sesuai dengan peraturan tingkat lebih tinggi yang berlaku, seperti Peraturan Bupati/Wali Kota atau Undang-Undang yang relevan, Biaya yang dikenakan harus mengikuti tarif atau struktur biaya yang telah disetujui dan ditetapkan oleh pemerintah desa atau badan yang berwenang. Tarif ini sering kali ditetapkan dalam dokumen resmi dan harus dicantumkan dalam anggaran desa, Informasi mengenai biaya pelayanan harus disampaikan secara transparan dan jelas kepada masyarakat. Ini berarti biaya harus dipublikasikan dengan cara yang mudah diakses, seperti melalui papan pengumuman desa, website, atau brosur, Biaya yang dikenakan harus konsisten dan diterapkan secara adil kepada semua masyarakat tanpa diskriminasi. Setiap perubahan dalam biaya harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, Setiap transaksi pembayaran harus didokumentasikan dengan baik dalam bentuk kwitansi atau bukti pembayaran yang sah dan sesuai dengan peraturan, Jika ada perubahan dalam peraturan atau kebijakan yang mempengaruhi tarif layanan, biaya harus direvisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diinformasikan kepada masyarakat, dan Masyarakat harus diberikan akses untuk mengajukan pengaduan atau pertanyaan terkait biaya pelayanan, dan pemerintah desa harus memiliki prosedur untuk menangani hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten  Bengkalis.
Untuk melihat lebih jelas indikator Biaya Pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:
[bookmark: _Toc178289683][bookmark: _Toc178294642]Tabel V.7
[bookmark: _Toc178289684][bookmark: _Toc178294643]Tanggapan Responden Mengenai Indikator Biaya Pelayanan
	No
	Sub indikator
	Frek/Skor
	 SB
	B
	CB
	TB
	STB
	Jumlah 

	1
	Adanya informasi tertulis yang dapat dilihat oleh masyarakat desa tentang rincian biaya pelayanan
	Frek
	4
	42
	46
	9
	0
	101

	
	
	Skor
	20
	168
	138
	18
	0
	344

	2
	Adanya bukti pembayaran yang diberikan kantor desa kepada masyarakat yang melakukan proses pelayanan
	Frek
	3
	43
	37
	18
	0
	101

	
	
	Skor
	15
	172
	111
	36
	0
	334

	3
	Adanya kesesuaian biaya pelayanan yang disampaikan dengan peraturan yang berlaku
	Frek
	2
	38
	44
	16
	1
	101

	
	
	Skor
	10
	152
	132
	32
	1
	327

	Jumlah
	Frek
	9
	123
	127
	43
	1
	303

	
	Frekuensi
(%)
	2%
	40%
	44%
	14%
	0%
	100%

	
	Skor
	45
	492
	381
	86
	1
	1.005


Sumber Data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2024.
Di lihat dari tabel V.7 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan Responden mengenai Biaya Pelayanan terdiri dari tiga sub-indikator, dimana sub indikator pertama yaitu Adanya informasi tertulis yang dapat dilihat oleh masyarakat desa tentang rincian biaya pelayanan memiliki jumlah skor yaitu 344, selanjutnya tanggapan responden terhadap sub indikator kedua yaitu Adanya bukti pembayaran yang diberikan kantor desa kepada masyarakat yang melakukan proses pelayanan jumlah skor 334, dan sub indikator ketiga yaitu Adanya kesesuaian biaya pelayanan yang disampaikan dengan peraturan yang berlaku dengan jumlah skor 327. Dari ketiga sub-indikator diatas bahwa indikator keempat yaitu Biaya Pelayanan memperoleh total skor 1.005.
Untuk melihat hasil Frekuensi Presentase tanggapan responden terhadap Biaya Pelayanan pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis disajikan pada diagram berikut:
Diagram V.4
Frekuensi Presentase Tanggapan Responden Tentang Biaya Pelayanan
Sumber Data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2024.



Dari diagram diatas tersebut dapat dilihat tanggapan responden terhadap indikator Biaya Pelayanan dengan jumlah presentase 44% yang berada kategori Cukup Baik (CB). Hasil akhir dari tanggapan responden mengenai indikator Biaya Pelayanan dapat dilihat dengan jelas melalui kontinum di bawah ini:
Top of Form1.005

Bottom of Form
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Berdasarkan Kontinum di atas dapat dikatakan bahwa tanggapan Responden terhadap indikator Biaya Pelayanan dikategorikan Cukup Baik (CB) dengan total skor 1.005.
5. 	Sarana dan Prasarana
Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana adalah penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelengaraan pelayanan publik pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sehingga petugas dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang di harapkan masyarakat. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang tersedia sebagai daya dukung organisasi yang diberikan sebagai penunjang segala kegiatan pelayanan yang terdapat pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Untuk melihat Sarana dan Prasarana pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat  Kabupaten Bengkalis dalam penelitian ini dapat dilihat memalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya balai pertemuan dan jalan yang layak digunakan
Adalah mengacu pada penyediaan dan pemeliharaan fasilitas serta infrastruktur yang mendukung kegiatan sosial dan mobilitas di suatu komunitas atau desa. Balai pertemuan adalah fasilitas yang disediakan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan komunitas, seperti rapat, acara sosial, pertemuan adat, seminar, dan kegiatan lainnya. Balai pertemuan biasanya memiliki fungsi sebagai tempat berkumpulnya warga atau kelompok dalam rangka diskusi, perayaan, atau aktivitas lainnya. Pemerintahan Desa tentang balai pertemuan dan jalan yang layak digunakan adalah merujuk pada fasilitas dan infrastruktur yang penting untuk mendukung kegiatan komunitas dan administrasi di Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.  Ini digunakan untuk pertemuan masyarakat, musyawarah desa, rapat, dan kegiatan komunitas lainnya. Balai desa harus memenuhi kebutuhan dasar untuk mendukung kegiatan tersebut, Harus dilengkapi dengan kursi, meja, alat presentasi (seperti proyektor atau whiteboard), dan fasilitas lain yang diperlukan untuk pertemuan, Lokasi harus mudah diakses oleh semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang mungkin memiliki keterbatasan fisik, dan Memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung jumlah peserta pertemuan yang direncanakan. Jalan harus dalam kondisi baik dan dapat dilalui kendaraan dan pejalan kaki dengan aman. Ini termasuk pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan dan Jalan harus dibangun atau diperbaiki sesuai dengan standar konstruksi yang berlaku dan dengan menggunakan bahan yang berkualitas. Dengan memastikan bahwa balai pertemuan dan jalan-jalan desa dalam kondisi baik dan layak digunakan/dirawat oleh Pemerintah Desa Makeruh dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung kegiatan komunitas, dan memfasilitasi aksesibilitas yang lebih baik di Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
b. Adanya kemanfaatan fasilitas balai pertemuan dan jalan di kantor desa yang digunakan oleh masyarakat
Adalah menunjukkan bahwa fasilitas-fasilitas tersebut memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan mendukung berbagai aktivitas di tingkat desa. kedua fasilitas balai pertemuan dan jalan yang layak digunakan memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan masyarakat di tingkat desa. Balai pertemuan berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial, budaya, dan administratif. Fasilitas balai pertemuan dan jalan di kantor desa memberikan sejumlah manfaat signifikan bagi masyarakat Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, enyediakan ruang bagi masyarakat untuk menghadiri pertemuan desa, musyawarah, dan acara komunitas, yang penting untuk pengambilan keputusan dan diskusi kolektif, Digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar, dan acara budaya yang mendukung partisipasi aktif masyarakat, : Memfasilitasi koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta antara masyarakat dengan sesama masyarakat, memperkuat hubungan sosial dan kolaborasi, Mempermudah akses masyarakat ke berbagai fasilitas penting seperti balai desa, sekolah, pusat kesehatan, pasar, dan lokasi lainnya, meningkatkan mobilitas dan efisiensi sehari-hari, Menyambungkan berbagai bagian desa, serta menghubungkan desa dengan area sekitarnya, mendukung aktivitas ekonomi dan sosial, dan Mempermudah distribusi barang dan layanan, termasuk pengiriman bantuan dan barang kebutuhan, serta mendukung aktivitas ekonomi lokal. Dengan adanya balai pertemuan yang memadai dan jalan yang layak digunakan, masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik, terlibat lebih aktif dalam kegiatan komunitas, dan memperoleh manfaat dari infrastruktur yang mendukung kegiatan sehari-hari serta perkembangan ekonomi di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
.c.   Adanya pemeliharaan atau perawatan balai pertemuan dan jalan  desa oleh pemerintahan desa
Merupakan merujuk pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memastikan bahwa fasilitas-fasilitas tersebut tetap dalam kondisi baik, aman, dan berfungsi dengan efektif. Pemeliharaan dan perawatan ini penting untuk memastikan keberlangsungan penggunaan fasilitas, serta mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Pemeliharaan atau perawatan balai pertemuan dan jalan desa oleh pemerintahan desa adalah aspek penting dalam manajemen dan pengelolaan fasilitas publik. Dengan melakukan pemeliharaan yang rutin dan perawatan yang baik, pemerintah desa dapat memastikan bahwa fasilitas-fasilitas tersebut tetap dalam kondisi optimal, mendukung berbagai kegiatan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemeliharaan dan perawatan balai pertemuan dan jalan desa oleh pemerintah desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan secara efektif. Melakukan pembersihan rutin untuk menjaga kebersihan ruang, termasuk lantai, meja, kursi, dan fasilitas lainnya, Memastikan semua peralatan dan fasilitas, seperti proyektor, sistem audio, dan meja, dalam kondisi baik dan berfungsi dengan baik, Melakukan perbaikan minor dan renovasi jika diperlukan, seperti memperbaiki kerusakan pada bangunan atau mengganti perabotan yang rusak. Dan Melakukan pemeliharaan jalan rutin seperti pembersihan saluran drainase, penghapusan sampah, dan pemotongan rumput di pinggir jalan, Mengatasi kerusakan jalan seperti lubang atau retakan dengan perbaikan aspal atau beton, serta memperbaiki tanda jalan dan rambu-rambu yang rusak, dan memastikan sistem drainase di sepanjang jalan berfungsi dengan baik untuk mencegah genangan air dan kerusakan jalan. Dengan pemeliharaan dan perawatan yang baik, balai pertemuan dan jalan desa dapat terus berfungsi dengan optimal, memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis:
Untuk melihat lebih jelas indikator Sarana dan Prasarana dapat dilihat pada tabel berikut:
[bookmark: _Toc178289685][bookmark: _Toc178294644]Tabel V.8
[bookmark: _Toc178289686][bookmark: _Toc178294645]Tanggapan Responden Mengenai Indikator Sarana dan Prasarana
	No
	Sub indikator
	Frek/Skor
	SB
	B
	CB
	TB
	STB
	Jumlah 

	1
	Adanya balai pertemuan dan jalan yang layak digunakan
	Frek
	19
	20
	35
	27
	0
	101

	
	
	Skor
	95
	80
	105
	54
	0
	334

	2
	Adanya kemanfaatan fasilitas balai pertemuan dan jalan di kantor desa yang digunakan oleh masyarakat
	Frek
	12
	23
	49
	17
	0
	101

	
	
	Skor
	60
	92
	147
	34
	0
	333

	3
	Adanya pemeliharaan atau perawatan balai pertemuan dan jalan  desa oleh pemerintahan desa
	Frek
	17
	21
	39
	24
	0
	101

	
	
	Skor
	85
	84
	117
	48
	0
	334

	

Jumlah
	Frek
	48
	64
	123
	68
	0
	303

	
	Frekuensi
(%)
	15%
	 21%
	 41%
	 23%
	0%
	100%

	
	Skor
	240
	256
	369
	136
	0
	1.001


Sumber Data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2024.


Di lihat dari tabel V.8 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan Responden mengenai Sarana dan Prasarana  terdiri dari tiga sub-indikator, dimana sub indikator pertama yaitu Adanya balai pertemuan dan jalan yang layak digunakan memiliki jumlah skor yaitu 334, selanjutnya tanggapan responden terhadap sub indikator kedua yaitu Adanya balai pertemuan dan jalan yang layak digunakan jumlah skor 333, dan sub indikator ketiga yaitu Adanya pemeliharaan atau perawatan balai pertemuan dan jalan  desa oleh pemerintahan desa dengan jumlah skor 334. Dari ketiga sub-indikator diatas bahwa indikator kelima yaitu Sarana dan Prasarana memperoleh total skor 1.005.
Untuk melihat hasil Frekuensi Presentase terhadap Sarana dan Prasarana pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis disajikan pada diagram berikut: 
Diagram V.5
Frekuensi Presentase Tanggapan Responden Tentang Sarana dan Prasarana
Sumber Data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2024


Dari diagram diatas tersebut dapat dilihat tanggapan responden terhadap indikator Sarana dan Prasarana dengan jumlah presentase 41% yang berada kategori Cukup Baik (CB). Hasil akhir dari tanggapan responden mengenai indikator Sarana dan Prasarana dapat dilihat dengan jelas melalui kontinum di bawah ini:Top of Form
Bottom of Form
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Berdasarkan Kontinum di atas dapat dikatakan bahwa tanggapan Responden terhadap indikator Sarana dan Prasarana dikategorikan Cukup Baik (CB) dengan total skor 1.001.
6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
Yang dimaksud dengan kompetensi petugas pemberi pelayanan adalah kemampuan petugas pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dalam memberikan pelayanan harus ditetap dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan prilaku yang dibutuhkan.
Untuk melihat Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan yang dimiliki pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari sub indikator sebagai berikut:
3. Adanya standar kompetensi yang ditetapkan kantor desa kepada para pegawai desa
Adalah mengacu pada kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, untuk memastikan bahwa pegawai desa memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif dan efisien. dengan adanya standar kompetensi yang jelas dan diterapkan dengan baik, kantor desa dapat meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan kepuasan masyarakat, serta memastikan bahwa pegawai desa memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Standar kompetensi yang biasanya ditetapkan kantor desa untuk pegawai desa yaitu, Kemampuan mengelola dokumen, arsip, dan laporan dengan baik, Kemampuan memberikan layanan yang efisien dan ramah kepada masyarakat, Memahami peraturan dan kebijakan terkait pemerintahan desa, Kemampuan berkomunikasi efektif dengan masyarakat dan rekan kerja, Pengelolaan anggaran dan laporan keuangan desa, dan enguasaan perangkat lunak dan sistem informasi yang digunakan di kantor desa. Standar kompetensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. dapat menjalankan tugas mereka secara profesional dan efektif, serta berkontribusi pada pengembangan dan kesejahteraan masyarakat Desa Makeruh.
3. Adanya jadwal terstruktur tentang pegawai pemberi layanan kepada masyarakat setiap harinya
Yaitu adanya rencana kerja yang jelas dan sistematis mengenai waktu dan tanggung jawab pegawai yang memberikan layanan kepada masyarakat di kantor desa. Jadwal ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan dapat diberikan secara efektif dan efisien, serta bahwa semua pegawai tahu kapan mereka harus bertugas dan apa yang diharapkan dari mereka, dan Implementasi jadwal terstruktur yang baik membantu dalam pengelolaan waktu, transparansi, dan memastikan bahwa semua aspek pelayanan berjalan dengan lancar. Adapun jadwal terstruktur tentang pegawai pemberi layanan kepada masyarakat setiap harinya yaitu Senin – Jumat 08:00 - 08:15: Kehadiran dan Briefing Pagi, Pegawai hadir dan melakukan briefing singkat tentang agenda hari ini, pembagian tugas, dan isu-isu penting yang perlu diperhatikan. 08:15 - 12:00: Layanan Pagi, Melayani masyarakat yang datang untuk keperluan administrasi, seperti pengurusan surat-surat, pendaftaran, dan konsultasi. Menangani permohonan dan dokumen yang masuk. Mengelola dan menyimpan data atau arsip yang diperlukan. 12:00 - 13:00: Istirahat Makan Siang dan 13:00 - 15:00: Layanan Sore, Melanjutkan pelayanan masyarakat dengan fokus pada pengolahan dokumen yang belum selesai, Memberikan informasi dan bantuan terkait layanan desa, Menyelesaikan permohonan yang memerlukan tindak lanjut. 15:00 - 16:00: Penyelesaian dan Pelaporan, Menyusun laporan harian mengenai aktivitas pelayanan, termasuk jumlah layanan yang diberikan dan masalah yang ditemui, Mengarsipkan dokumen yang telah diproses selama hari itu, 16:00 - 16:15: Briefing Akhir Hari, Menyusun catatan tentang hari itu, termasuk isu-isu yang perlu ditindaklanjuti dan persiapan untuk hari berikutnya, Evaluasi hasil kerja dan merencanakan perbaikan jika diperlukan, 16:15 - 16:30: Penutupan, Memastikan semua dokumen dan peralatan kembali ke tempatnya, Mengunci dan memastikan kantor dalam keadaan aman sebelum pulang. Jadwal ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik desa dan volume layanan yang diperlukan pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
3. Adanya pelatihan peningkatan kompetensi pelayanan yang diberikan oleh kantor desa kepada para pegawainya
Adalah mengacu pada program atau kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pegawai dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif dan efisien. dengan pelatihan yang efektif, pegawai dapat bekerja dengan lebih efisien, mematuhi regulasi yang berlaku, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Jenis pelatihan yang sering diberikan oleh kantor desa yaitu, Pelatihan Administrasi dan Manajemen,Pengelolaan Dokumen: Teknik dalam penyimpanan, pengarsipan, dan pengelolaan dokumen administrasi, Manajemen Waktu, Strategi untuk meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan tugas-tugas administratif. Pelatihan Pelayanan Publik, Komunikasi Efektif, Cara berkomunikasi dengan masyarakat secara jelas dan ramah, termasuk menangani keluhan dan permintaan dengan baik, Keterampilan Pelayanan, Teknik layanan pelanggan yang baik, termasuk cara memberikan informasi yang tepat dan membantu. Pelatihan Hukum dan Regulasi, Pemahaman Hukum Desa, Pengetahuan tentang peraturan desa, kebijakan pemerintah lokal, dan prosedur hukum yang relevan, Kepatuhan Regulasi, Pelatihan Pengelolaan Keuangan, Akuntansi Dasar, Teknik dasar akuntansi untuk mengelola anggaran desa dan laporan keuangan, Pengelolaan Anggaran, Cara menyusun dan memantau anggaran desa secara efektif. Pelatihan Teknologi Informasi, Penggunaan Perangkat Lunak, Pelatihan dalam menggunakan perangkat lunak administrasi, sistem informasi desa, dan aplikasi keuangan, Keamanan Data, Teknik melindungi data dan informasi dari ancaman keamanan siber. Pelatihan Keterampilan Kepemimpinan, Kepemimpinan Tim, Teknik untuk memimpin dan mengelola tim dengan efektif, Motivasi dan Pengembangan Tim, Cara memotivasi pegawai dan mengembangkan keterampilan mereka. Pelatihan Pengembangan Diri, Manajemen Stres, Teknik untuk mengelola stres dan menjaga keseimbangan kerja-hidup, Negosiasi, Cara bernegosiasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang bermanfaat. Pelatihan Sosialisasi dan Komunikasi Masyarakat, Penyuluhan Masyarakat, Teknik dalam melakukan sosialisasi program-program desa kepada masyarakat, Mendengarkan Aktif, Keterampilan mendengarkan dengan baik untuk memahami kebutuhan dan masalah masyarakat. Pelatihan Penanganan Krisis, Manajemen Krisis, Cara mengelola dan merespons situasi darurat atau krisis yang mungkin terjadi di desa, Pemecahan Masalah, Teknik untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara cepat dan efektif. Pelatihan Etika dan Integritas, Kode Etik, Pemahaman tentang kode etik pemerintahan desa dan pentingnya integritas dalam pekerjaan, Anti-Korupsi, Kesadaran dan pencegahan praktik korupsi di lingkungan desa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pegawai Desa Makeruh terus memperbarui keterampilan mereka dan dapat memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat Desa Makeruh Kecamatan Rupat kabupaten Bengkalis.











Untuk melihat lebih jelas indikator Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:
[bookmark: _Toc178289687][bookmark: _Toc178294646]Tabel V.9
[bookmark: _Toc178289688][bookmark: _Toc178294647]Tanggapan Responden Mengenai Indikator Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
	No
	Sub indikator
	Frek/Skor
	SB
	B
	CB
	TB
	STB
	Jumlah 

	1
	Adanya standar kompetensi yang ditetapkan kantor desa kepada para pegawai desa
	Frek
	16
	52
	24
	9
	0
	101

	
	
	Skor
	80
	208
	72
	18
	0
	378

	2
	Adanya jadwal terstruktur tentang pegawai pemberi layanan kepada masyarakat setiap harinya
	Frek
	12
	40
	41
	8
	0
	101

	
	
	Skor
	60
	160
	123
	16
	0
	359

	3
	Adanya pelatihan peningkatan kompetensi pelayanan yang diberikan oleh kantor desa kepada para pegawainya
	Frek
	11
	40
	43
	7
	0
	101

	
	
	Skor
	55
	160
	129
	14
	0
	358

	Jumlah
	Frek
	39
	132
	108
	24
	0
	303

	
	Frekuensi
(%)
	13%
	 44%
	 36%
	7%
	0%
	100%

	
	Skor
	195
	528
	324
	48
	0
	1.095


Sumber Data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2024.
Di lihat dari tabel V.9 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan Responden mengenai Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan  terdiri dari tiga sub-indikator, dimana sub indikator pertama yaitu Adanya standar kompetensi yang ditetapkan kantor desa kepada para pegawai desa memiliki jumlah skor yaitu 378, selanjutnya tanggapan responden terhadap sub indikator kedua yaitu Adanya jadwal terstruktur tentang pegawai pemberi layanan kepada masyarakat setiap harinya memiliki jumlah skor 359, dan sub indikator ketiga yaitu Adanya pelatihan peningkatan kompetensi pelayanan yang diberikan oleh kantor desa kepada para pegawainya dengan memiliki jumlah skor 358. Dari ketiga sub-indikator diatas bahwa indikator enam yaitu Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan memperoleh total skor 1.095.
Untuk melihat hasil Frekuensi Presentase tanggapan responden terhadap Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis disajikan pada diagram berikut:
Diagram V.6
Frekuensi Presentase Tanggapan Responden Tentang Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
Sumber Data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2024


Dari diagram diatas tersebut  dapat dilihat tanggapan responden terhadap indikator Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan dengan jumlah presentase 44% yang berada kategori Baik (B).  Hasil akhir dari tanggapan responden mengenai indikator Kompetensi Petugas Pemberi dapat dilihat dengan jelas melalui kontinum di bawah ini:
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Bottom of Form

Berdasarkan Kontinum di atas dapat dikatakan bahwa tanggapan Responden terhadap indikator Kompetensi Petugas Pemberi dikategorikan Baik (B) dengan total skor 1.095.
Selanjutnya rekapitulasi pelaksanaan Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis hasil dari keseluruhan indikator diatas dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:
[bookmark: _Toc178289689][bookmark: _Toc178294648]Tabel V.10
[bookmark: _Toc178289690][bookmark: _Toc178294649]Rekapitulasi Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
	No.
	Sub  Indikator
	Kriteria Indikator 
	Jumlah

	
	
	F/S
	SB
	B
	CB
	TB
	STB
	

	1
	Prosedur Pelayanan
	Frek
	13
	152
	136
	2
	0
	303

	
	
	Skor
	65
	608
	408
	4
	0
	1.085

	2
	Produk Pelayanan
	Frek
	42
	132
	125
	4
	0
	303

	
	
	Skor
	210
	528
	375
	8
	0
	1.121

	3
	Waktu Penyelesaian
	Frek
	35
	150
	111
	7
	0
	303

	
	
	Skor
	175
	600
	333
	14
	0
	1.122

	4
	Biaya Pelayanan
	Frek
	9
	123
	127
	43
	1
	303

	
	
	Skor
	45
	492
	381
	86
	1
	1.005

	5
	Sarana dan Prasarana
	Frek
	48
	64
	123
	68
	0
	303

	
	
	Skor
	240
	256
	369
	136
	0
	1.001

	  6
	Kompetensi Pertugas Pemberi Pelayanan
	Frek
	39
	132
	108
	24
	0
	303

	
	
	Skor
	195
	528
	324
	48
	0
	1.095

	Total
	Frek
	186
	753
	730
	148
	1
	1.818

	
	Frek%
	10%
	42%
	40%
	8%
	0%
	100%

	
	Skor
	930
	3.012
	2.190
	296
	1
	6.429


Sumber data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2024

Di Lihat dari tabel V.10 di atas dapat diketahui bahwa Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis melalui enam indikator yaitu: Sub indikator pertama Prosedur Pelayanan memperoleh skor 1.085, Sub indikator kedua Produk Pelayanan memperoleh skor 1.121, Sub indikator ketiga Waktu Penyelesaian memperoleh skor 1.122, Sub indikator keempat Biaya Pelayanan memperoleh skor 1.005, Sub indikator  kelima Sarana dan Prasarana memperoleh skor 1.001, dan Sub indikator keenam Kompetensi Pertugas Pemberi Pelayanan memperoleh skor 1.095. Dari penilaian di atas dapat disimpulkan dari enam indikator memperoleh total skor sebanyak 6.429.
Untuk melihat hasil Frekuensi Presentase terhadap rekapitulasi Standar Pelayanan Publik pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis disajikan pada diagram berikut: 
Diagram V.6
Frekuensi Presentase Tanggapan Responden Tentang Rekapitulasi Standar Pelayanan Publik
Sumber data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2024


Dari diagram diatas tersebut  dapat dilihat tanggapan responden terhadap seluruh sub indikator dengan jumlah presentase 42% yang berada kategori Baik (B). Hasil akhir dari rekapitulasi Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dengan jelas melalui kontinum dibawah ini:
6.429
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Berdasarkan kontinum di atas mengenai rekapitulasi Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis berada rata-rata kategori Baik (B), terbukti dengan jumlah akhir total skor 6.429.
1. [bookmark: _Toc178289691][bookmark: _Toc178294650]Faktor Pendukung Dan Penghambat Analisis Standar Pelayanan Publik Pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Setelah melakukan penelitian terhadap Analisis Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, penulis menemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
0. Faktor pendukung
Adapun faktor pendukung terhadap Analisis Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:
0. Terdapatnya Waktu Penyelesaian pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sesuai dengan standar operasional prosedur dalam melakukan pelayanan. waktu penyelesaian yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses, tugas, atau permintaan sejak saat diajukan hingga hasil akhirnya dicapai dan sudah semakin meninggkat saat melakukan pengurusan administrasi dalam konteks pelayanan publik atau administrasi. waktu penyelesaian yang diperlukan untuk memproses dan menyelesaikan permohonan, keluhan, atau layanan yang diminta oleh pelanggan atau masyarakat kini semakin meningkat dalam pengurusan administrasi pada Kantor Desa Makeruh kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
0. Adanya Produk Pelayanan pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dalam upaya pengembangan dan penyediaan fasilitas fisik dan struktural di desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, dan memfasilitasi pelayanan publik. Untuk meningkatkan Infrastruktur desa berbagai jenis pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki aksesibilitas, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat Desa makeruh Kecamatan Rupat kabupaten Bengkalis.
0. Adanya Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dalam memberi pelayanan baik dan bertanggung jawab oleh pegawai desa dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan, untuk memastikan bahwa pegawai desa memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif dan efisien. dengan adanya standar kompetensi yang jelas dan diterapkan dengan baik, kantor desa dapat meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan kepuasan masyarakat, serta memastikan bahwa pegawai desa memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif.
0. Faktor Penghambat
Adapun faktor penghambat yang terdapat dalam Analisis Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:
1. Masih ditemukan sarana dan prasarana yang kurang memadai di Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis banyak menimbulkan masalah dalam memelihara dan merawat hasil pembangunan, dimana pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa tidak dipelihara dan dirawat dengan baik oleh masyarakat Desa. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat Desa Makeruh bahwa tidak semestinya itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
1. Masih ditemukan ketidaksesuaian biaya pelayanan saat melakukan pengurusan surat pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis telah menimbulkan berbagai masalah yang menghambat standar pelayanan publik tersebut. Salah satu masalah utama adalah adanya pungutan biaya yang tidak sesuai dalam standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan di Kantor Desa Makeruh, dan membuat masyarakat binggung dalam melakukan pengurusan surat menyurat pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
1. [bookmark: _Toc178289692][bookmark: _Toc178294651]Masih ditemukan Prosedur Pelayanan pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis banyak menimbulkan masalah yang tidak jelas dan tidak terpenuhi dengan terkait syarat-syarat yang perlu diurus oleh masyarakat Desa Makeruh  dalam suatu proses atau kegiatan. Dalam hal ini pemerintahan desa makeruh dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan efisiensi administrasi, mempermudah pencatatan data, dan mempercepat proses pelayanan. Infrastruktur yang baik memastikan tempat yang nyaman untuk melayani menciptakan lingkukang yang lebih baik bagi semua masyarakat Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

BAB VI
KESIMPULAN
0. [bookmark: _Toc178289694][bookmark: _Toc178294653]Kesimpulan

1. Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari enam indikator yaitu: Prosedur Pelayanan, Produk Pelayanan, Waktu Penyelesaian, Biaya Pelayanan, Sarana dan Prasarana, dan Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan. Berdasarkan enam indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dikategorikan Baik, kenyataan terbukti dari hasil rekapitulasi akhir diperoleh total skor sebanyak 6.429.
1. Faktor Pendukung Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yaitu: Terdapatnya Waktu Penyelesaian pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sesuai dengan standar operasional prosedur dalam melakukan pelayanan. waktu penyelesaian yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses, tugas, atau permintaan sejak saat diajukan hingga hasil akhirnya dicapai dan sudah semakin meninggkat saat melakukan pengurusan administrasi dalam konteks pelayanan publik atau administrasi. Adanya Produk Pelayanan pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dalam upaya pengembangan dan penyediaan fasilitas fisik dan struktural di desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, dan memfasilitasi pelayanan publik. Adanya Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dalam memberi pelayanan baik dan bertanggung jawab oleh pegawai desa dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan, untuk memastikan bahwa pegawai desa memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif dan efisien.
1. Faktor Penghambat Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yaitu: Masih ditemukan sarana dan prasarana yang kurang memadai di Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis banyak menimbulkan masalah dalam memelihara dan merawat hasil pembangunan, dimana pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa tidak dipelihara dan dirawat dengan baik oleh masyarakat Desa. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat Desa Makeruh bahwa tidak semestinya itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Masih ditemukan ketidaksesuaian biaya pelayanan saat melakukan pengurusan surat pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis telah menimbulkan berbagai masalah yang menghambat standar pelayanan publik tersebut. Salah satu masalah utama adalah adanya pungutan biaya yang tidak sesuai dalam standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan di Kantor Desa Makeruh, dan membuat masyarakat binggung dalam melakukan pengurusan surat menyurat pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Masih ditemukan Prosedur Pelayanan pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis banyak menimbulkan masalah yang tidak jelas dan tidak terpenuhi dengan terkait syarat-syarat yang perlu diurus oleh masyarakat Desa Makeruh  dalam suatu proses atau kegiatan. Dalam hal ini pemerintahan desa makeruh dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan efisiensi administrasi, mempermudah pencatatan data, dan mempercepat proses pelayanan pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
0. Saran
0. Diharapkan kepada kepala Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis untuk dapat meningkatkan sarana dan prasarana sebagai fasilitas penunjang kerja agar pelayanan yang diberikan Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat  Kabupaten Bengkalis dapat berjalan dengan sesuai dengan stantar yang telah ditetapkan, dengan menganggarkan ketersediaannya pada anggaran belanja kantor untuk tahun kedepannya.
0. Diharapkan kepada kepala Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis memberikan bimbingan dan pengarahan pada unsur pimpinan beserta pegawainya dalam melaksanakan pelayanan agar dapat meningkatkan kemampuan pegawai dalam melakukan pelayanan sesuai dengan biaya pelayanan yang telah ditetapkan.
0. Diharapkan adanya Produk Pelayanan pada Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dalam upaya pengembangan dan penyediaan fasilitas fisik dan struktural di desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, dan memfasilitasi pelayanan publik. Agar dapat penyelesaian yang diperlukan untuk memproses dan menyelesaikan permohonan, keluhan, atau layanan yang diminta oleh pelanggan atau masyarakat kini semakin meningkat dalam pengurusan administrasi pada Kantor Desa Makeruh kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
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[bookmark: Peraturan:][bookmark: _Toc178289696][bookmark: _Toc178294656]Peraturan:
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Desa;
Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 17 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 6 ayat 3 menjelaskan bahwa terdapatnya bidang pelaksanaan pembangunan desa;
Berdasarkan Keputusan Bengkalis Nomor : 178/KPTS/V/2014 tentang penetapan kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi terpadu;
Berdasarkan Keputusan Bengkalis Nomor : 178/KPTS/V/2014 tentang penetapan kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi terpadu Kecamatan di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kecamatan Rupat 2023, dengan Surat Keputusan Camat Rupat Nomor 01 Tahun 2023;


INDIKATOR I
Sales	sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	0.04	0.5	0.45	0.01	0	INDIKATOR II
Sales	Sangat Baik	baik	cukup baik	tidak baik	sangat tidak baik	0.13	0.43	0.41	0.03	0	INDIKATOR III
Sales	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik 	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	0.11	0.49	0.36	0.04	0	INDIKATOR IV
Sales	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	0.02	0.4	0.44	0.14000000000000001	0	INDIKATOR V
Sales	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	0.15	0.21	0.4	0.22	0	INDIKATOR VI
Sales	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	0.12	0.43	0.35	7.0000000000000007E-2	0	HASIL INDIKATOR VII 
Sales	Sangat Baik 	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	0.1	0.41	0.4	0.08	0	image2.png
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